BAB IV
PARTISIPASI KIAI PESANTREN DALAM PENENTUAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI BANGKALAN
A. Bentuk Relasi Kuasa Kiai Pesantren dan Pejabat Publik di Bangkalan

Kiai dalam konteks ini adalah kiai pesantren merupakan pemegang
“kuasa” dalam persoalan keagamaan, yang berposisi sangat terhormat. Melalui
posisi tersebut, kiai mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para
santrinya, masyarakat dan pejabat publik. Dengan potensi itu, tidak jarang sosok
kiai terlibat —atau sengaja dilibatkan- dalam percaturan politik hingga penentuan
kebijakan, terutama bidang pendidikan pada masing-masing daerahnya.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia ketika diliputi masa-masa kolonial,
sosok kiai tampil di garda terdepan dalam mengobarkan semangat anti
kolonialisme kepada masyarakat. Seperti KH. Hasyim Asy’ari yang mencetuskan
gaung resolusi jihad pada para santrinya yang kemudian menjadi kesadaran
kolektif masyarakat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik
Indonesia.?>? Disusul dengan beberapa tindakan konkrit kiai dalam perumusan
Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, ada KH. Wahid Hasyim
dan KH. Masykur yang semakin menguatkan kepedulian Kiai dan sikap
nasionalisme, sekaligus ini menjadikan embrio kedekatan dan keterkaitan

hubungan antara kiai pesantren dengan pejabat publik hingga saat ini.

252 Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) 22 Oktober 1945 telah diakui negara sebagai salah satu
peristiwa historis penting bagi Indonesia. Melalui Keppres No 22/2015, pemerintah
memperingatinya sebagai “Hari Santri” untuk mengapresiasi peran pesantren dalam merebut dan
mempertahankan NKRI. (Jawa Pos: Minggu, 23 Oktober 2016).
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Konsekuensi logis kedekatan kiai dengan pejabat publik tersebut adalah
kiai dapat menjadi sosok politisi yang telah masuk pada sistem politik. Dengan
demikian, kiai dalam hal ini juga turut serta dalam melaksanakan rencana dan
kegiatan partai, misalnya menjadi dewan perwakilan rakyat, kampanye, rapat
kerja dan lain sebagainya. Di sisi lain, kiai dapat pula menjadi sosok — yang secara
struktural tidak bisa dikatakan sebagai politisi, namun secara sosial mereka
memiliki peran serta dalam lingkaran politik yang berkembang.

“.Di masa sekarang, kiai banyak melakukan kontak dengan pejabat

publik di Bangkalan. Ini bisa kita lihat dari relasi kiai dengan pejabat

publik yang semakin lama semakin dekat. Banyaknya kiai yang menjadi
anggota partai dan kemudian menduduki peranan-peranan penting di sini
juga akan menjadi sebab dominan relasi kuasa kiai ke depan..”?*3

Bentuk relasi kuasa kiai dengan pejabat publik di Bangkalan salah
satunya adalah karena komunikasi kiai dirasa sangat efektif ketika berhadapan
dengan lingkungan masyarakat Islam tradisional. Efektifitas komunikasi yang
dilakukan oleh kiai dalam menyampaikan gagasannya tidak dapat dilepaskan dari
peran kiai sebagai seorang yang memiliki otoritas dalam kehidupan masyarakat.
Weber, menjelaskan perihal kewenangan (otoritas) pemimpin, mengajukan

tipologi kewenangan sebagai legal (rational) authority, traditional authority, dan

charismatic authority.”®* Selain didukung oleh otoritasnya sebagai pemimpin

253 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.

254 Stephen W Littlejohn, Theories of Human Communication, Belmont (California: Wadsworth
Publishing Company, 1992), 226-227. Kepemimpinan rasional merupakan derivasi konstitusi yang
dibangun atas dasar pemikrian rasional, semacam birokrasi. Kepimpinan tradisional merupakan
derivasi tradisi, seperti dalam kerajaan maupun monarkhi konstitusional. Sedangkan pada tipe
kepemimpian kharismatik, kewenangan berdasarkan kualitas tertentu dari seseorang dengan masa
ia ditempatkan terpisah dan diperlakukan sebagai person yang mempunyai kekuatan supranatural,
manusia super atau setidaknya memiliki kualitas kekuasaan yang bersifat luar biasa atau ajaib.
Sejauh kharisma dapat dilihat seseorang, ia terlihat pada kemampuan untuk memproyeksikan
dengan sukses suatu gambaran dirinya sebagai pemimpin yang luar biasa. Herman Sulistyo,
Tranformasi Kepemimpinan Pesantren, dalam Pesantren, edisi No.1/Vol. 111/1986, 18.
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agama, relasi kuasa kiai juga didukung oleh budaya politik di Bangkalan yang
cenderung membentuk hubungan patronase.?’

Setidaknya menurut penulis setelah melakukan pengelompokan data dari
hasil wawancara terhadap kiai dan pejabat publik serta melihat kenyataan yang
ada di Bangkalan saat ini, bentuk relasi kuasa kiai dengan pejabat publik yang
terjadi di Kabupaten Bangkalan dapat dipetakan menjadi tiga bentuk relasi yaitu:
relasi paternalistik, relasi kolegial dan relasi ideologis.

1. Relasi Paternalistik

Relasi paternalistik merupakan bentuk kepemimpinan yang berdasarkan
hubungan pemimpin dan yang dipimpin atau hubungan bapak dan anak, dalam
konteks ini antara kiai dengan pejabat publik. Bagi seorang pejabat, peran kiai
yang paling besar adalah sebagai guru dan suri teladan bagi mereka, seluruh
waktu kiai habis untuk mengajar di pesantrennya. Seorang kiai juga menjadi
model bagi santri, masyarakat dan pejabat publik, sehingga seorang kiai harus
selalu menjaga citranya.

Dalam pandangan Tolhah Hasan, kiai secara sosiologis adalah kiai
sebagai pemimpin. Di mana kepemimpinan kiai dibagi menjadi empat dimensi
diantaranya: Pertama, kepemimpinan ilmiah, di mana seorang kiai dipandang

mempunyai kecerdasan dan pengetahuan di atas rata-rata masyarakat pada

255 Khoirudin, Politik Kiai; Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis, (Malang: Averroes
Press, 2005), 30. James Scott menyebut hubungan patronase sebagai pola hubungan patron-client.
Pola hubungan patronase bersifat individual. Antara dua individu, yaitu antara si Patron dan si
Client. Hubungan patronase ini merupakan hubungan timbal balik dengan mempertukarkan
sumber daya (exchange of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si Patron memiliki
sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa
sayang, dan tidak jarang pula sember daya yang berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan
uang). Sementara, Client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola
hubungan patronse akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya
tersebut. Gaffar Afan, Politik Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 109.
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umumnya. Kedua, kepemimpinan spiritual, seorang kiai membimbing masyarakat
dan santri melalui tasawuf dan tarekat. Ketiga, kepemimpinan sosial, seorang kiai
menjadi tokoh masyarakat. Keempat, kepemimpinan administratif, dimana
seorang kiai memimpin sebuah institusi seperti pesantren dan organisasi yang
lain.>%

Sedangkan pandangan Zamakhsyari Dhofier, konsistensi kiai atau
pengasuh pondok pesantren, untuk mempertahankan serta menyebarkan Islam,
telah berimplikasi pula terhadap lambannya pesantren mengadakan pembaharuan

257 atau bisa disebut dengan modernisasi pendidikan.

dan perubahan.
Di sinilah seorang pengasuh pondok pesantren mempunyai tugas yang
sentral dan fenomenal dalam menentukan arah kebijakan pendidikan yang
nantinya diterapkan, setidaknya di pondok pesantrennya sendiri. Apakah pondok
pesantren akan berusaha tetap bertahan dalam ketradisionalannya serta
membentengi diri dari gelombang modernisasi pendidikan. Ataupun pondok
pesantren akan bersikap terbuka saat berhadapan dengan budaya-budaya baru di
luar dunia mereka dengan tidak menanggalkan sama sekali pakaiannya yang
eksklusif, tradisi pesantren dan Islam.
“.Di Bangkalan masyarakat mempunyai anggapan di mana sosok kiai
memiliki pengaruh yang besar di dalam tatanan sosial masyarakat.
Pengaruh tersebut muncul dari kharisma yang dimiliki seorang kiai
dalam peranannya yang tidak hanya memberikan bimbingan terhadap

para santri, namun juga menjadi filter yang menyaring budaya luar yang
masuk..”%

256 Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Jakarta: Ciputat Press, 2002),63.

257 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 39.

258 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 30 Maret 2017.
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Selain itu, kiai juga melakukan perubahan sosial baik, di lingkungan
pesantren maupun masyarakat sekitar. Dalam kondisi seperti itulah sosok kiai
memiliki fungsi sebagai cultural brokers (agen budaya) di tatanan sosial yang ada.

Dalam tatanan masyarakat Bangkalan, kiai digolongkan dalam kelompok
elit, yang mana memiliki pengaruh kekuasaan ditingkat lokal baik secara formal
maupun non-formal. Dikatakan formal jika kiai menduduki posisi jabatan secara
administratif seperti jabatan eksekutif dan legislatif. Contoh konkrit kiai
menduduki jabatan formal ketika Kiai Fuad Amin menjabat sebagai bupati di
kabupaten Bangkalan. Atau Kiai Syafik Rofii yang menjabat sebegai wakil bupati
Bangkalan.

“.Bila non-formal, kiai menduduki jabatan strategis yang memiliki

pengaruh langsung tidak hanya ke masyarakat seperti organisasi

keagamaan atau kemasyarakatan, namun juga kepada pemangku
kebijakan. Terlebih pemangku kebijakan tersebut pernah nyantri kepada

Sang Kiai, atau menjadi bagian dari masyarakat yang ta’dhim kepada

kiai. Jadi, kiai menempati segala kedudukan yang memiliki legitimasi

secara formal maupun non-formal...?>

Secara umum, figur kiai hanya sebatas pada perannya yang dijadikan
rujukan setiap persoalan agama yang muncul. Namun, tidak menafikan kiai untuk
tampil dalam dunia politik. Karena secara teologi Islam sebagai landasan dalam
menjalani  kehidupan di semua bidang. Walaupun al-Qur’an hanya
menggambarkan urusan politik secara universal tapi eksistensinya ada ketika Nabi

Muhammad S.A.W mempraktekannya sebagai pemimpin di Madinah. Tentunya

gambaran ini menjadikan kiai untuk ikut andil dalam dimensi kebijakan-kebijakan

239 KH. Syafik Rofii, Wawancara, Bangkalan, 14 Februari 2017.
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khususnya yang berkaitan erat dengan hajat berjalannya dunia pendidikan secara
luas.

“.Faktanya, kehadiran kiai pesantren di pemerintahan Bangkalan sangat

diperlukan untuk memberikan identitas keislaman seperti memimpin

upacara keagamaan, mengajar dan menyelenggarakan pendidikan agama.

Selain itu, jika di luar sistem pemerintahan, kiai pesantren diposisikan

sebagai guru yang memberi wejangan kepada para pejabat yang sebagian

di antaranya adalah berasal dari kalangan santri..””>%

Namun demikian, pada waktu yang bersamaan, hubungan kiai juga tidak
selaras dengan pejabat publik. Mereka sering dipandang sebagai ancaman bagi
kekuasaan yang ada saat ini. Itu sebabnya kekuasaan mereka dikurangi, mereka
diasingkan bahkan (jika dipandang perlu) dihancurkan dengan kekerasan bila
dinilai terlalu kuat serta mengancam kekuasaan di Bangkalan.

Bagi kiai, situasi yang demikian telah menempatkan penguasa
pemerintahan bukan hanya sebagai sumber kuasa dan kewibawaan, namun juga
sumber malapetaka. Pendapat Benda, yang dikutip oleh Pradjarta Dirdjosanjoto,
menyatakan hal ini membenarkan bahwa proses Islamisasi*®' Jawa untuk waktu

yang lama mempunyai arti yang bersifat politis dari pada keagamaan.>?

260 KH. Syafik Rofii, Wawancara, Bangkalan, 14 Februari 20172017.

261 Menurut Naquib al-Attas, proses Islamisasi di Pulau Jawa meliputi tiga tahapan penting;
pertama, sekitar tahun 1200-1400 Masehi, di mana yurisprudensi atau figh memainkan peranan
besar dalam menafsirkan dan menarik kalangan pribumi untuk masuk ke Islam. Pemeluk Islam
pada tahap ini tidak mesti diikuti oleh implikasi-implikasi rasional dan intelektual dari agama baru
Islam. Konsep-konsep fundamental tentang keesaan Allah masih kabur dalam pikiran masyarakat
pribumi yang bertumpang tindih dengan konsep lama. Kedua, periode sekitar 1400-1700 M, pada
tahap ini peranan besar dalam menafsirkan hukum agama berjalan terus ke arah mistisme dan
metafisika filosofis yang bersifat spiritual dan unsur rasional intelektual seperti teologi rasional
(al-‘ilm al-kalam). Dan ketiga, periode sekitar 1700 M ke atas. Al-Attas mengakui bahwa pada
tahap ketiga ini pengaruh budaya barat cukup dominan. Namun dasar-dasar aqidah keislaman
semacam semangat rasionalitas dan interrasionalitasnya telah menancap kuat. Naquib al-Attas,
Islam dan Sekularisme, Terj., (Bandung: Pustaka Salman, 1981), 252.

262 Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar (Jakarta: LKIS,
1994), 35.
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Hubungan kiai dengan pejabat publik tidak dapat dipisahkan dari peran
mereka di bidang agama dan politik. Berpusat pada peranannya sebagai guru dan
ahli agama, kiai seringkali memainkan peran penting dalam berbagai bidang
sosial, kemasyarakatan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Hal ini sesuai
dengan pendapat Subchan Aziz, salah seorang anggota dewan Kabupaten
Bangkalan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

“..Di Bangkalan ini rasa ta’dhim kepada kiai sangat luar biasa. Itu adalah

bentuk penghormatan terhadap guru sekaligus “orang tua” yang telah

mengajarkan ilmu dan pengalaman semasa di pesantren. Saya pun

demikian. Meski sekarang menjabat sebagai anggota dewan di

Bangkalan, rasa ta’dhim itu tidak dapat dihilangkan, karena saya pernah

nyantri di Demangan. Jadi, saran kiai kepada saya akan menjadi

pertimbangan positif dalam merumuskan suatu kebijakan. Terlebih, di

Bangkalan ini banyak kiai yang juga menjabat sebagai pemangku

kebijakan..”?%

Pandangan bahwa Islam tidak dapat memisahkan antara agama dan
negara ikut mendorong gejala ini. Di lain pihak, sistem sosial di sekitarnya juga
ikut mendukung hal tersebut.’* Oleh karena itu, relasi paternalistik antara kiai
pesantren dengan pejabat publik di Bangkalan tidak dapat dihindari.

Di sisi lain, dalam pandangan Kiai Imam Bukhori Kholil, pada situasi
tertentu, para pejabat publik di Bangkalan lebih banyak menaruh perhatiannya
terutama pada aspek-aspek politik dari pada kekuasaan. Dalam pengertian yang
kongkret membiarkan masalah-masalah Islam oleh para kiai.?®> Dengan demikian,

secara tidak langsung, kebijakan para pejabat publik ini telah memperkuat

pemisahan antara kekuasaan agama dan politik.

263 Subchan Aziz, Wawancara, Bangkalan, 20 April 2017.

264 Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar (Jakarta: LKIS,
1994),187.

265 KH. Imam Bukhori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 14 April 2017.
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Dengan adanya pemisahan yang tidak resmi antara kekuasaan agama dan
kekuasaan politik ini, berarti pejabat publik di Bangkalan telah menyerahkan
kompetensi dalam bidang hukum agama ke tangan para kiai sepenuhnya.
Sehingga, pejabat memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada kiai dalam
masyarakat Bangkalan. Itulah sebabnya pengaruh mereka sangat kuat. Bersamaan
dengan sikap enggan mereka pada urusan-urusan kenegaraan, maka pengaruh
yang besar itu memberikan pula kekuasaan moral yang luar biasa, dan
mempersembahkan kepada mereka kedudukan sebagai suatu kelompok intelektual
yang menonjol.

Namun demikian, pengaruh kuat Bani Kholil di Bangkalan menjadi
faktor yang tidak terelakkan. Fakta sejarah, pesantren-pesantren yang didirikan
oleh dzurriyahnya dan kearifan lokal patuh (ta’dhim) kepada kiai membuat relasi
bapak-anak antara kiai pesantren dan pejabat publik begitu mengakar di
Kabupaten Bangkalan ini.

2. Relasi Kolegial

Relasi kolegial adalah sebuah ikatan atau interaksi yang dilakukan secara
bersama-sama layaknya teman sejawat (kolega). Dalam hal kepemimpinan, untuk
mengambil keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan koordinasi, yang
mana semua pihak ikut secara langsung dalam proses tersebut. Perkembangan
kedekatan hubungan antara kiai dan pejabatan publik di kabupaten Bangkalan
secara hirarkies mengalami pola yang demikian. Sebagaimana penuturan KH.
Syafik Rofi’i, mantan wakil bupati di masanya Kiai Fuad Amin sekaligus

pengasuh pondok pesantren An-Nafiiyah yang beralamatkan di jalan Moh Yasin
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Bangkalan ini, menyatakan bahwa hubungan antara kiai pesantren dan pejabat
publik di kabupaten Bangkalan memang ada. Relasi tersebut ibarat teman sejawat
mengingat mayoritas pejabat publik di Bangkalan adalah seorang kiai dan
sebagian masih keturunan Syaikhona Kholil Bangkalan. Berikut penuturannya:

“Saya kira hubungan atau relasi antara kiai dan pejabat publik di
Bangkalan itu ada dan sangat harmonis. Dulu ketika saya menjadi wakil
Bupati, saya sudah terbiasa berinteraksi dengan para kiai di sini. Dalam
bahasa orang Madura, kami adalah kancah (teman atau sahabat). Dan
tentang birokrasi, saran dari para kiai di sini menjadi pertimbangan bagi
Bangkalan ke depan. Sekarang, ketika saya sudah tidak menjabat, saya
masih banyak berhubungan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) -
Daerah Bangkalan, dengan birokrasi khususnya Dinas Pendidikan.
Tentunya itu untuk menyambung tongkat estafet kepemimpinan..”?%

Relasi lebih konkrit dalam kaitan antara kiai pesantren dan pejabat publik
ditegaskan dalam penuturan KH. Mondir Rofi’i, yang saat ini menjabat sebagai
wakil Bupati Bangkalan, yakni:

“.Seringkali lembaga pendidikan khususnya pesantren itu memperoleh
bantuan. Apakah perbaikan, (misal bantuan) MCK. Yang melatar-
belakangi hubungan tersebut, karena memang di Bangkalan ini
masyarakat kulturnya masih sangat lekat dengan para ulama, para kiai.
Karena mayoritas di Bangkalan ini masyarakatnya mondok. Apalagi
yang menjadi pejabat publik di sini juga dari kalangan pesantren. Saya
sudah terbiasa berkoordinasi atau berbicara secara pribadi dan institusi
dengan Ra Fahri (pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona Kholil), dengan

kakak saya sendiri (KH. Syafik Rofi’1), juga dengan para kiai yang lain..”
267

Sangat jelas terbaca dalam penuturan di atas adanya sebuah hubungan
yang bisa diindikasikan sebagai rasa kepedulian layaknya kolega dalam bentuk
kebijakan terhadap lembaga atau institusi pendidikan Islam yang notebene di

bawah naungan seorang kiai. Simpulan semacam ini penulis kira tidak berlebihan.

266 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.
267 KH. Mondir Rofi’i, WAwancara, Bangkalan 30 Januari 2017.
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Sebab, setelah penulis konfirmasi dengan KH. Fakhrillah Aschal (Ra Fahri),
selaku pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona Kholil, hal senada disampaikan
oleh Kiai Fahri. Berikut hasil wawancara penulis:

“.Kiai di Bangkalan mempunyai keterikatan yang erat dengan
pemerintahan. Ini adalah sebuah kewajiban sekaligus menjaga kebupaten
ini. Saya sering bertemu dengan para pejabat publik di sini, baik untuk
sekedar berdialog atau silaturrahim. Dan kebutulan para pemimpin di
Bangkalan adalah sahabat saya, dan sebagian adalah saudara saya.
Sehingga interaksi ini menjadi inspirasi untuk pemangku kebijakan di
Bangkalan..”68

Sementara, dalam penjabaran kasi pontren Kementrian Agama
Kabupataen Bangkalan, Hamid, dengan tegas menyatakan, bahwa:

“.Hubungan antara Kementerian Agama dengan tokoh masyarakat,
khususnya para kiai, para ulama itu, sangat baik. Karena begini, kita
sebagai aparat pemerintah itu berkewajiban untuk bekerja sama dengan
para tokoh Agama, seperti dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Karena,
seluruh kegiatan yang ada di Kementerian Agama ini bersentuhan
langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di situ seluruhnya. Jadi, seluruh
kegiatan itu harus didukung oleh tokoh-tokoh yang ada di Bangkalan
khususnya kiai. Makanya, kerja sama itu harus baik. Alhamdulillah
selama ini tidak pernah ada masalah, secara tidak langsung kalau
seumpama pejabat baru/pengangkatan pejabat baru di dalam
Kementerian Agama, ada semacam persyaratan tidak tertulis yang harus
diterima oleh tokoh yang ada di daerah tersebut. Seperti yang ada di
Bangkalan ini juga seperti itu..” 2%

Di lain pihak, KH. Mondir Rofi’i — yang masih cicit Syaikhona Kholil
Bangkalan (wakil Bupati Bangkalan saat ini), memaparkan:

“.Hubungan kiai dan pejabat publik sangat erat. Saya kira hubungannya

ya tentang terkait dengan program-program pemerintah terkait dengan

sosial dan kemasyarakatan, termasuk masalah-masalah pendidikan..”*”

Kiai Mondir, menambahkan bahwa pemikiran kiai, dan tokoh masyarakat

harus ditampung, demi selarasnya pembangunan di Bangkalan, terutama dalam

268 KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 11 Februari 2017
269 Hamid, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 2017.
270 KH. Mondir Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 05 Maret 2017.
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aspek pendidikan. Karena menurutnya, pendidikan adalah tonggak utama dalam
pembangunan daerah. Berikut kutipan wawancaranya:

“.Kalau melihat pemerintah kabupaten, Bupati itu luar biasa

kekuasaannya. Tinggal bagaimana Bupati mengakomodir pemikiran-

pemikiran masyarakat, termasuk para kiai. Tidak hanya bagaimana
menjalankan program yang muncul di APBD ini. Maka, demi
kepentingan bersama, kiai diundang sebagai tokoh agama dalam forum

MUSREMBANG, Kan semua masyarakat harus dilibatkan. Mulai dari

musrembang desa sampai pada musrembang kabupaten. Tapi saya kira

tidak maksimal keterlibatan mereka. Nah, ini yang harus ditata nantinya
untuk kemajuan Bangkalan..””*"!

Bentuk relasi kolegial ini dalam aspek kebijakan publik, merupakan hal
yang memang sudah semestinya ada. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan Islam
(tidak terkecuali pesantren yang berada di bawah kepengasuhan Kiai) dalam
struktur pendidikan nasional merupakan bagian integral, yang secara yuridis, telah
diamanatkan untuk dikelola oleh negara. Pandangan semacam ini telah disinggung
oleh Thomas R. Dye?’?, William N. Dunn?”® dan Anderson*’* dengan titik tekan
pada kebijakan yang seharusnya dikonsep serta dikembangkan oleh
penyelenggara pemerintahan. Hubungan semacam ini dipertegas dengan
penuturan KH. Busro, selaku ketua MUI Kabupaten Bangkalan sekaligus
pengasuh pondok pesantren Sa’idiyah yang berlamat di Arosbaya Bangkalan,
bahwa:

“..Sangat baik. Terutama kiai selain menjadi pemberi fatwa terhadap

kebijiakan pemerintah memang oleh pemerintahan banyak dilibatkan

dalam kebijakan baik oleh pemerintah eksekutif maupun legislatif.
Karena di Bangakalan itu kiai memang mendapatkan prioritas sendiri di

271 KH. Mondir Rofi’i..., 05 Maret 2017.

272 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (Singapore: Lougman, 2001).

23 William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
2002).

274 James E. Anderson, Public Policy Making: An Introduction (Boston: Houghton Mifflin
Company, 1998).
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dalam pembentukan kebijakan selalu diambil fatwanya oleh pemerintah

setempat, terutama sekarang ini banyak dioptimalkan perannya, MUI

memberi masukan. Karena MUI sudah punya konsep pembangunan

Madura yang islami baik hotel wisata islami, yang ada kaitannya dengan

keislaman dan MUI adalah pengurus yang masuk dari semua elemen dari

NU ada, Muhammaduyah ada, memang mayoritas 99 mayoritas di

Bangkalan NU, jadi kalau bicara NU, bupatinya NU, DPR NU

semuanaya NU dan latar belakangnya rata-rata kiai dan rata-rata punya

Pondok Pesantren. Dan hubungan ini seolah tidak ada sekat. Kiai

berbicara, maka pejabat publik mendengarkan. Begitu pula

sebaliknya..”?”

Secara ideal, berdasarkan penuturan di atas, sedikitnya telah memberi
gambaran mengenai relasi kuasa antara kiai dan pejabat publik yang berlangsung
baik, dan sebagaimana kolega dalam sebuah tatanan sosial. Namun, ada
pandangan lain yang menilai hubungan antara kiai dan pejabat publik, tidak
seideal yang digambarkan oleh beberapa pandangan sebelumnya, sebagaimana
diungkap oleh Ra Hasani?’® ketua GP Ansor kabupaten Bangkalan;

“..Sejatinya kalau hubungan tokoh agama dengan pejabat publik ini tidak

terlalu memiliki kedekatan khusus. Dalam artian kedekatan komunikasi

yang intens dengan pejabat tidak terlalu kuat..”?”’

Pernyataan Ra Hasani di atas diiyakan oleh KH. Imam Bukhori Kholil
pengasuh pondok pesantren Ibnu Cholil yang beralamat di jalan Halim Perdana
Kusuma Bangkalan, juga masih dzurriyah Syaikhona Kholil. Kiai Imam,
mengatakan bahwa relasi kiai dan pejabat publik memang ada, bahkan itu dimulai
dari Syaikhona Kholil Bangkalan. Namun belakangan ini kiai tidak terlalu
dilibatkan dalam penentuan kebijakan-kebijakan di Bangkalan.

“.Tidak ada hubungn antara para kiai dengan pejabat publik. Kecuali

hanya silaturahim-silaturahim biasa dari eksekutif kepada para kiai itu
: 99278
saja...

275 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
276 Ra atau Lora adalah sebutan bagi putra kiai di Madura.
277 Ra Hasani, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 2017.
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Dengan pernyataan kiai Imam di atas, tentu ini menjadi pembanding bagi
penulis dalam memahami bentuk relasi kolegial antara kiai dengan pejabat publik
di Bangkalan. Dengan statemen ini, maka dalam perspektif dan kondisi tertentu,
bentuk relasi kuasa kiai tidak selalu searah dengan pemerintah Bangkalan.
Sebagai pihak yang kontra dengan pemerintah daerah Bangkalan, pendapat ini
pula memberikan pemahaman bahwa bentuk relasi itu dapat dikatakan sebagai
relasi kolegial. Yakni relasi yang terjadi di mana beberapa pihak dapat
mempengaruhi satu sama lain dengan kuasa berbeda. Dalam bahasa Michael
Foucault, relasi terjadi karena kiai yang memiliki kuasa ilmu (power of
knowledge) dan pejabat publik memiliki kuasa politik (power of politics). Relasi
antara kiai dan pejabat publik yang hanya bersifat anjuran yang merujuk pada
formalitas keadatan orang Madura, yakni acabis (“sowan” dalam bahasa Jawa).
Ini terjadi dalam bentuk silaturrahim antara kiai dan pejabat publik di Bangkalan.
3. Relasi Ideologis

Relasi ideologis adalah hubungan kiai dengan pejabat publik lebih
bersifat ideologi/keagamaan. Hubungan ini terjadi atas dasar panggilan hati untuk
mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil
dan makmur serta berkeadaban. Atau dengan bahasa agama, terhubungnya kiai ke
ranah politik sebagai bagian amar ma' ruf nahi munkar dan ahlu al sunnah wa al
jama’ah. Orientasi inilah yang paling menonjol dalam setiap aktifitas kiai dalam

relasinya dengan pejabat publik di Bangkalan.

278 KH. Imam Buchori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 12 Februari 2017.
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Sebagai pengasuh lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan
mengajarkan ilmu-ilmu kelslaman, maka basis argumentasi dan paradigma kiai
terhadap pemerintahan jelas bersandar pada pemahaman keagamaan yang kuat.
Pemahaman tersebut disarikan dari penjelasan al-Qur’an dan Sunnah serta
paparan ulama-ulama terdahulu yang dijelaskan dalam berbagai kitab klasik (kitab
kuning) yang sering dikaji di pesantren.

Pada umumnya, komunitas pesantren memandang bahwa politik
merupakan bagian dari pelaksaanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai
koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian
negara sesuai dengan ///ma’ulama adalah hukumnya 7arau kifayah. Pandangan ini
sejalan dengan kaidah F/gh yang menyatakan malla yatimmuh al-wayib illa bihi,
fahuwa wayfib (jika sesuatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali melalui alat
atau sarana, maka alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dalam logika ini bila
menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk
terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, maka hukum
mendirikan negara juga wajib (farau kifayah). Dalam teori politik Islam,
pemahaman seperti ini lebih dikenal dengan paham akomodasionis yang
memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak dapat
dilepaspisahkan.?”

Konsekuensi dari berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa
mengelola negara dengan sebaik-baiknya sama hukumnya dengan mendirikan

negara. Karena itu, ketika negara telah didirikan tetapi hanya menimbulkan

2% Lihat Dien Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam”,
dalam Jurnal Ulumul Qur’an No. 2, Vol. IV, 1993.
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muaarat, justru akan bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya negara dalam
Islam yakni membentuk masyarakat sejahtera di bawah ampunan Allah SWT.
Sama seperti mendirikan negara, menegakkan suatu kepemimpinan
(kholifah, Imamah, maupun Presiden) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
juga merupakan suatu keniscayaan (kewajiban). Pemimpin merupakan syarat bagi
terciptanya suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Oleh sebab itu, seperti yang dituturkan oleh KH. Busro bahwa motivasi
kiai berperan dalam politik dan berhubungan dengan pejabat pemerintahan di
Bangkalan adalah: Pertama, untuk memilih pemimpin, karena salah satu proses
berpolitik adalah memilih pemimpin, dan memilih pemimpin adalah sebuah
kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Kiai Busro, pemimpin dalam agama
Islam adalah sebuah keniscayaan. Setiap umat muslim memiliki tanggung jawab
dalam memilih pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana. Bagi Kiai Busro, tugas
dalam dunia politik adalah menunaikan kewajiban untuk memilih pemimpin,
sedangkan tugas utamanya adalah membina pondok pesantren dan menyebarkan
ideologi ahlussunnah wal jama’ah.?*° Kiai Busro, juga menegaskan:
“.Pemimpin yang ideal merupakan dambaan bagi masyarakat, sebab
pemimpin itulah yang akan membawa maju-mundurnya suatu organisasi,
lembaga, negara dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak
dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat..”?8!
Menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah

keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan

pemimpin begitu penting, antara lain karena pemimpin mempunyai dua tujuan

280 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
21bid.
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sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama dan untuk memimpin atau
mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, bahwa tujuan suatu kepemimpinan
adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar
ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-
problem yang dihadapi masyarakat di Bangkalan.

Dari sinilah para ulama berpandangan bahwa menegakkan suatu
kepemimpinan (/mamah) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu
keniscayaan (kewajiban). Sebab /mamah merupakan syarat bagi terciptanya suatu
masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan serta
terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,
tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan komponen
masyarakat menjadi begitu urgen.

Kedua, penentuan kebijakan. Setelah kepemimpinan, maka relasi kuasa
kiai dengan pemerintahan menjadi keharusan sebagai bentuk hubungan yang baik
dalam penentuan kebijakan, terutama kebijakan pendidikan di kabupaten
Bangkalan. Hubungan kiai dan pejabat publik begitu harmonis, yang
mengarahkan kebijakan yang berorientasi pada ajaran Islam ahlussunnah wal
jama’ah, sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Busro:

“..Secara otomatis saling mebutuhkan keduanya, karena memang untuk

suksesnya pembangunan di Bangkalan tentunya adalah bahasa

pemerintah adalah bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa agama.

Sebab pembangunan itu sulit akan tercapai maksimal tanpa bahasa

pembangunan diterjemahkan ke dalam bahasa agama. Dan dalam hal ini

yang mumpuni adalah kiai. Ketika bahasa itu diterjemahkan ke dalam

bahasa agama, maka partisipasi masyarakat akan terpanggil, merasa
berkewajiban. Terlebih, di Bangkalan ini mayoritas adalah Nahdhatul
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Ulama (NU). Maka ajaran ahlussunnah harus menjadi ideologi yang
dikedepankan..”?%?

Dari pendapat Kiai Busro di atas, dapat diambil sebuah pemahaman
bahwa paradigma ahlussnunnah wal jama’ah menjadi pangkal sekaligus fondasi
dasar penentuan kebijakan-kebijakan di kabupaten Bangkalan. Sebagai salah satu
kota santri, kabupaten Bangkalan menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari
bentuk hubungan ulama dan umara, yang bertujuan mengawal pembangunan
kabupaten Bangkalan kedepan.

Ketiga, kontribusi pemikiran keislaman. Selaras dengan pendapat Kiai
Busro di atas, KH. Makki Nasir, memberikan pandangan bahwa tujuan teologis
hubungan kiai dengan pejabat publik adalah menyebarkan nilai-nilai agama Islam
melalui beberapa saran dan usulan kepada pemerintah. Sebagai wakil ketua
pengurus cabang nahdhatul ulama (PCNU) kabupaten Bangkalan, Kiai Makki
bersama pengurus telah mengusulkan “Bangkalan Kota Dzikir dan Shalawat”.
Sebuah slogan sekaligus sebagai instrumen pembudayaan nilai-nilai keislaman di
kabupaten paling barat di pulau Madura ini.

“Yang kita munculkan kearifan lokal. Hal ini dimulai dari membentuk

majelis dzikir dan sholawat, serta mengusulkannya ke DPRD Bangkalan.

Harapannya nanti ketika dhikir dan sholawat ini nanti pendidikan di

Bangkalan khususnya, karena ini ujung tombak organisasi untuk generasi

penerus pendidikan, meskipun sasarannya juga hal-hal yang lain. Nah, ini

nanti akan ada sebuah acuan begitu, ruh dzikir, ruh sholawat, jiwa dzikir,
jiwa sholawat itu ada di mana-mana..”?%3

Usulan tersebut diterima dan diamini oleh pemerintah kabupaten

Bangkalan, baik di legislatif ataupun eksekutif. Dengan slogan “Bangkalan Kota

282 KH. Busro Damanhuri Damanhuri..., 31 Januari 2017.
283 KH. Makki Nasir, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
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Dzikir dan Shalawat”, para kiai memberikan kontribusi positif, terutama dalam
menjadikan Bangkalan sebagai kota yang lebih religius, sesuai gelar kota santri
yang telah melekat pada masyarakat.

Selanjutnya, berbagai macam motivasi dan tujuan kiai bersinggungan
dengan pemerintahan yang mereka yakini sebagai kebenaran dan ijtihad untuk
memperbaiki bangsa dari dekadensi moral, keterpurukan ekonomi, budaya yang
tidak sesuai dengan nilai-nilai agama serta para pemimpin yang bermental korup
dari tingkat lokal sampai nasional.

Seperti yang dituturkan oleh para santri di Pondok Pesantren Nurul
Cholil Bangkalan, walaupun mayoritas santri tidak mengetahui apa yang menjadi
tujuan kiainya memiliki relasi dengan pejabat publik. Namun, banyak dari santri
meyakini bahwa yang dilakukan oleh kiainya adalah untuk kebaikan bersama,
demi pembangunan kabupaten Bangkalan, seperti pernyataan Abdullah sebagai
berikut ini:

“.Saya kurang tau tujuan kenapa kiai berperan dalam pemerintahan, atau

mendukung pemenangan salah satu calon bupati atau bermusyawarah

dengan pejabat di Bangkalan. Kiai tidak mengatakan alasannya kepada

kami, tapi saya yakin beliau bertindak seperti itu untuk kebaikan bersama
di Bangkalan..”?8

Sementara itu, beberapa santri mengetahui alasan kedekatan kiai dengan
pejabat pemerintah dari fatwa yang disampaikannya pada waktu menganjurkan

kepada mereka untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten

Bangkalan yaitu R. Kiai Makmun Ibnu Fuad dan KH. Mondir Rofi’i pada

284 Abdullah, Wawancara, Bangkalan, 17 Januari 2017.
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pemilihan kepala daerah Bangkalan tahun 2012. Seperti yang disampaikan oleh
Abd. Rohim berikut ini:

“..Kaule ta’ oneng ponapa alasanna kiyae apolitik, tape kiyae perna

adebu: “bentoh sengko’ e delem peliyan Bupati kaangguy becce’en

Bangkalan™ .28

(”..Saya tidak tahu apa alasan kiai terlibat dalam politik, tetapi kiai

pernah mengatakan: “bantu saya di dalam pemilihan bupati, demi

kebaikan Bangkalan..”)

Relasi antara kiai pesantren dengan pejabat publik di Bangkalan salah
satunya disebabkan karena keinginan untuk Bangkalan Ilebih baik dan
memperjuangkan kepentingan umat Islam, hal ini selaras dengan penyataan
Karim, selaku abdi ndalem pondok pesantren As- Syafi’iyah Bangkalan, yang
diasuh oleh KH. Syafik Rofi’i:

“.Saya sering mendampingi kiai dalam beberapa urusan. Ketika ada

tamu dari calon bupati atau DPR dan tamu yang meminta tausiyah, beliau

tidak lupa menitipkan satu pesan yaitu ‘“Bangkalan, Islam dan

Ahlussunnah”. Beliau menyarankan nilai-nilai Islam bisa dijalankan dari

segala segi termasuk di pemerintahan. Dan ajaran ahlussunnah harus

disebarkan, karena mayoritas masyarakat Bangkalan adalah NU..” 28¢

Sebagai kiai sekaligus mantan wakil bupati Bangkalan, Kiai Syafik
mempunyai prinsip agar nilai-nilai Islam terutama ajaran ahlu al sunnah wa al
jama’ah, berjalan sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga
pemahaman keislaman yang ramah dan toleran menjadi pijakan masyarakat

Bangkalan. Menurut Kiai Syafik, hal tersebut akan berdampak positif bagi

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

285 Abd. Rohim, Wawancara, Bangkalan, 09 Januari 2017.
286 K arim, Wawancara, Bangkalan, 07 Februari 2017.
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Kiai Syafik menambahkan:

“..Berperannya kiai dalam penentuan kebijakan pemerintahan adalah agar

kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah berdampak

positif terhadap nilai-nilai keislaman, sehingga berdampak pula terhadap
kesejahteraan masyarakat..”’

Selain tersemainya nilai-nilai kelslaman pada masyarakat Bangkalan,
relasi kuasa kiai juga bertujuan demi terjalinnya kerukunan dan persatuan antara
umat, ulama dan umara. Sehingga keamanan, ketentraman, keadilan serta
kemakmuran akan tercipta di kabupaten Bangkalan. Sebagaimana pernyataan
K.H. Makki:

“..Yang namanya pejabat publik itu kan tidak luput dari politik, butuh

massa, dan massa itu dimiliki oleh kiai pesantren yang ada di Bangkalan.

Masalah ada kepentingan ini itu dan sebagainya, ini kan pribadi masing-

masing. Tidak bisa dijadikan sebuah acuan. Sehingga hubungan yang

begitu erat ini sedikit banyak mampu mewarnai kebijakan publik di

Bangkalan. Dalam pilkada misalnya, para kiai hanya mendukung salah

satu pasangan bupati, dan dukungan tersebut tidak mengikat. Bagi saya,

ini untuk persatuan umat, ulama dan umara di Bangkalan.*3®

Jadi jelas, berperannya kiai dalam dunia politik dan keterikatan mereka
dengan pejabat publik berlangsung secara non formal. Sementara itu pernyataan
KH. Syafik Rofi’i tentang latar belakang dirinya berperan dalam politik seperti
yang sering disampaikan kepada santrinya adalah kemashlatan umat akan terjadi
jika ada hubungan antara kiai dengan pejabat publik di Bangkalan.

Kiai sebagai tokoh yang mempunyai posisi strategis, sentral dalam
masyarakat, kiai juga menjadi patron bagi masyarakat untuk merujuk dan

bergantung kepada kiai. Pengakuan masyarakat bahwa kiai pewaris para nabi

memberikan legitimasi bahwa kiai adalah sosok yang paling menentukan dalam

287 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.
288 KH. Makki, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
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mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi umat. Dengan demikian,
keanekaragaman persoalan yang selalu memerlukan solusi dari kiai, khususnya
masalah-masalah politik, kekuasaan dan kenegaraan, menjadikan kiai dan
pesantren tidak hanya berperan dalam memberikan persoalan keagamaan, tapi
juga terlibat dalam persoalan penentuan kebijakan terutama kebijakan pendidikan.

Hal inilah yang juga memotivasi KH. Busro melalui MUI Kabupaten
Bangkalan, sebagaimana yang disampaikan kepada penulis bahwa sebagian besar
masyarakat Madura (Bangkalan khususnya) adalah santri, dan kebiasaan santri
dalam meminta pendapat dan solusi atas segala keluhan dan permasalahan yang
dihadapi baik persoalan pribadi maupun kelompok adalah dengan tradisi ”sowan”
kepada kiai bukan kepada kepala desa atau pejabat pemerintah, sehingga
mengharuskan pengasuh pesantren melayani, menjawab dan mencarikan solusi
atas segala persoalan masyarakat.?®

Kiai Busro menambahkan:

“.Di Bangkalan masih ada tokoh sentral dan tokoh itu terbentuk secara

alami karena sistem ketokohan dan di masyarakat terbentuk daripada

pembinaan tokoh Bani Kholil yang pertama kali yang mendirikan,

sehingga semua tokoh agama adalah latar belakangnya murid daripada

beliau, jadi di dalam dunia pesantren apalagi di Madura bupak, babu’

guru, ratho. Ketika guru begini, akhirnya relatif begini..”**

Hal ini juga diakui oleh KH. Syafik Rofi’i (mantan wakil bupati

Bangkalan) dan KH. Mondir Rofi’i (wakil bupati Bangkalan saat ini). Tradisi

berkomunikasi dengan para kiai atau ulama di Bangkalan masih mendarah daging.

289 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
29 Tbid.



194

Ini sebagai implikasi kentalnya tradisi kepesantrenan di Bangkalan. Sebagaimana
dikatan oleh keduanya secara berurutan:

“..Dulu sebelum saya mencalonkan diri sebagai wakil Bupati, saya sowan
dan musyawarah dulu sebelum melangkah. Saya pergi ke KH. Zubair
Muntashor, saya juga bermusyawarah dengan KH. Fahrillah, putra KH.
Abdullah Schal, dan beberapa kiai di sini. Tidak hanya itu, setelah saya
menjadi wakil Bupati pun saya masih berembuk dengan Beliau-beliau,
untuk hanya meminta saran atau bermusyawarah untuk beberapa
kebijakan di Bangkalan..”?’!

Secara terpisah KH. Mondir Rofi’i, menjelasakan:

“.Saya orang pesantren, dulunya santri. Sehingga meminta pendapat
kepada yang lebih sepuh adalah keutaman di dalam etika kepesantrenan.
Selain melibatkan beberapa kiai dalam forum-forum tertentu di
pemerintahan, saya juga bersilaturrahmi dengan beberapa kiai, termasuk
kakak saya sendiri, kiai Syafik. Selain sebagai kakak, Beliau juga sebagai
kiai, guru dan juga pendahulu dalam pemerintahan Bangkalan. Jadi, saya
tidak sungkan untuk berkomunikasi dan bersilaturrahmi..”?%>

Tidak hanya tradisi acabis (sowan), beberapa kiai di Bangkalan
seringkali diundang dalam beberapa acara di kantor Bupati atau kantor DPRD
Bangkalan. Undangan ini bertujuan untuk berdialog antar ulama - untuk
membumikan Islam ahlussunnah - dengan pemegang kuasa politik di Bangkalan.
Sebagaimana diungkapkan KH. Nuruddin Ar Rahman selaku pengasuh pondok
pesantren Al-Hikam di Burneh Bangkalan:

“Iya sering diundang istilahnya musyawarah, sering diundang terutama

masalah-masalah berkaitan dengan masalah-masalah keumatan, sosial

budaya, termasuk masalah pendidikan. Relasi ini selain dilatarbelakangi
ideologi aswaja, juga untuk membumikannya ke dalam kehidupan
masyarakat. Memang akhir-akhir ini saya rasa pendidikan yang paling

penting adalah pendidikan akhlak dan moral bukan hanya kepandaian,
tetapi kebenaran dan moral yang diharapkan..”?"?

21 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.
292 KH. Mondir Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 05 Maret 2017.
293 KH. Nuruddin Ar Rahman, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017.
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Relasi semacam ini menimbulkan sebuah hubungan ideologis antara kiai
dan pejabat publik di Bangkalan. Terlebih kepemimpinan di Bangkalan diduduki
oleh trah Bani Kholil yang berlatarbelakang pesantren. Sehingga tradisi “sowan”
tidak bisa hilang. Pejabat publik di kabupaten Bangkalan baik di tingkat desa,
kecamatan atau kabupaten masih menjaga tradisi tersebut.

Berbeda dengan KH. Busro Damanhuri, KH. Makki Nasir dan KH.
Syafik Rofi’i, KH. Imam Buchori Kholil yang masih merupakan dzurriyah
Syaikhona Kholil Bangkalan memberikan pendapat berbanding terbalik mengenai
tujuan relasi kuasa kiai dan pejabat publik di Bangkalan. Berikut ini pendapatnya:

“.Sebenarnya tujuan relasi kiai dan pejabat publik di Bangkalan adalah

visi para kiai itu sendiri, khususnya masalah pendidikan keagamaan

mampu masuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, tidak ada
pengikutsertaan para kiai di dalam pemerintahan. Kecuali hanya
silaturahim-silaturahim biasa dari eksekutif kepada para kiai itu saja..”?**

Kiai Imam, melanjutkan bahwa seharusnya kepemimpinan di Bangkalan
lebih berorientasi pada pengembangan Bangkalan yang diiringi dengan
pengembangan nilai-nilai keislaman melalui pesantren-pesantren. Karena menurut
Kiai Imam, para pejabat pemerintah saat ini adalah seorang yang berasal dari
pesantren (kiai, lora atau ustadz).

“.Tapi bagaimanapun para kiai itu sangat berperan, seharusnya ketika

kekuatan politik kiai di Bangkalan ini sangat mutlak, dimana

eksekutifnya juga dipegang dari kalangan kiai. Legislatifnya 24 kursi,

bupatinya juga kiai. Harusnya ini cukup menguntungkan dan para kiai di

Bangkalan mendukung pemerintahan yang ada itu. Mestinya cukup

menguntungkan. Secara kasat mata hitungan politik apapun, eksekutif

dan legislatif itu dikuasai oleh kelompok pesantren, itu wajib

menguntungkan khususnya pada pesantren dan pendidikan keagamaan di

Bangkalan. Namun fakta menunjukkan sebaliknya. Perkembangan
pesantren-pesantren yang ada di Bangkalan, tidak ada perkembangan

2% KH. Imam Buchori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 12 Februari 2017.
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yang signifikan khususnya dalam hubungannya dengan pemerintah.
Kemudian pemerintah yang ada waktu itu juga tidak cukup memberikan
ruang yang leluasa untuk munculnya kebijakan-kebijakan yang
mendukung kepada arah pengembangan pesantren. Sehingga ada
kelompok yang kontra kepada pemerintahan yang ada dari kalangan
pesantren yang kebetulan itu adalah saya sendiri yang kontra itu..”
Pandangan Kiai Imam di atas menjadi antitesis bagi penulis terkait tujuan
hubungan antara kiai dan pejabat publik juga partisipasi kiai dalam pemerintahan
di Bangkalan. Perbedaan perspektif ini pula menjadi warna tersendiri pada relasi
kuasa kiai dan pejabat publik di kota dzikir dan shalawat ini. Maka penulis
memperoleh temuan bahwa kiai dan pejabat publik tidak selalu memiliki
hubungan relasional secara ideologis. Di sisi lain, relasi kuasa kiai dan pejabat
publik di Bangkalan juga kontras dengan beberapa pihak yang berada di luar
lingkaran pemerintahan.
Berikut adalah tabel bentuk relasi kuasa kiai pesantren dengan pejabat

publik di Bangkalan:

Tabel 4.1
Bentuk Relasi Kuasa Kiai Pesantren dengan Pejabat Publik

No | Bentuk Relasi Keterangan Figur

1 Paternalistik Relasi  paternalistik  merupakan | 1. KH. Fuad Amin.
bentuk  hubungan pemimpin dan |2. KH. Syafik Rofii
yang dipimpin atau bapak dan anak, | 3. KH. Busro Damanhuri.
dalam konteks ini antara kiai dengan | 4. K. Makmun Ibnu Fuad.
pejabat publik.

2 Kolegial Relasi kolegial adalah sebuah ikatan | 1. KH.Mondir Rofi’i

atau interaksi yang dilakukan secara | 2. KH. Syafik Rofi’i.
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bersama-sama  layaknya  teman
sejawat (kolega) antara kiai dan

pejabat publik.

. KH.Fakhrillah Aschal

Ideologis

Relasi ideologis adalah hubungan
atau komunikasi kiai dan pejabat
publik lebih bersifat

idiologi/keagamaan.

. KH.Zubair Muntashor.

. KH.Busro Damanhuri,

. KH. Makki Nasir,

. KH. Nuruddin A. Rahman

. KH. Fakhrillah Aschal

B. Bentuk Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan di Bangkalan

Seorang kiai/ulama dituntut memiliki peran di segala bidang kehidupan.
Di bidang agama, ulama bertugas menyampaikan r7salah, penegak moral dan
simbol agama. Di sisi lain kiai/ulama juga berperan dalam bidang kehidupan yang
bersifat profan; ekonomi, sosial budaya dan politik. Hal ini dikarenakan, studi
tentang kiai tidak hanya dapat di lihat dari satu faktor saja (kiai sebagai
pemuka/tokoh agama), melainkan kiai mempunyai banyak wajah (multy faces)
yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan kiai dalam
berpolitik. Di kalangan ulama sunni dan begitu juga kebanyakan kiai di Indonesia
melihat hubungan keduanya tidak terpisahkan.

Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan
tidak dapat dihindarkan, meski sebagian kiai tidak terikat dengan partisipasi

tersebut. Partisipasi terjadi bukan hanya latar belakang para kiai dari lembaga
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pendidikan Islam (pesantren) dengan kerangka keilmuannya. Akan tetapi,
hubungan ini juga terjadi sejak dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara
langsung®”, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan
kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah.
Dengan kemampuannya, kiai dapat menciptakan kondisi politik yang kondusif di
mana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang
partisipatif. Partisipasi dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai
kemampuan masing—masing.

Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan
memiliki bentuk yang bermacam-macam menurut pandangan penulis bentuk
partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan
dapat di kelompokkan menjadi tiga bentuk partisipasi yang di antaranaya:

1. Partisipasi Intensif

Partisipasi intensif adalah partisipasi kiai secara aktif (mencolok) di
dalam pemerintahan, termasuk penentuan kebijakan di segala bidang terutama
bidang pendidikan. Di samping sebagai tokoh agama, kiai di Bangkalan juga
sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai
politik tertentu. Hal itu secara langsung melibatkan keluaga besar pesantren, yakni

kiai dan keluarganya serta ustad senior berhubungan langsung dengan pejabat

2% Digelarnya model pemilihan kepala daerah secara langsung membawa dampak yang cukup
serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan
arena bermain yang cukup luas untuk menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. Tentu
saja banyak dari kelompok masyarakat yang belum siap dengan perubahan mendadak ini.
Tampilnya para kandidat calon kepala daerah dalam arena Pilkada langsung harus menyeret
dukungan dari berbagai kekuatan yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi sosial
keagamaan adalah lahan potensial yang menjadi lahan rebutan para kandidat Kepala Daerah.
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publik di Bangkalan. Partisipasi secara langsung, memberikan peluang politik
yang lebih besar bagi kiai untuk mencapai jabatan poilitik yang lebih baik. Posisi
tersebut diharapkan memberikan ruang politik untuk memperjuangkan
kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren. Karena jabatan-jabatan
politik turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan. Kasus
terjun langsung dalam politik itu diperlihatkan oleh beberapa pengasuh atau putra
pengasuh pesantren di Bangkalan. Sebut saja KH. Syafik Rofi’i. Selain pengasuh
pondok pesantren, Kiai Syafik juga mantan wakil Bupati, yang secara langsung
merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan di Bangkalan.
“...Pada saat saya menjadi wakil Bupati Bangkalan, banyak ulama dan
kiai mendesak agar Bangkalan ini ada satu, apa ya istilahnya, ada satu
semacam jargon yang ditunjukkan kepada Bangkalan ini kota “sipil dan
sosial”. Akhirnya ini dipenuhi oleh pemerintah. Karena memang itu satu
hal yang baik. Saya banyak berhubungan, dengan pondok Syaikhona
Kholil dan ada proyek-proyek tertentu seperti sekolah-sekolah yang
diletakkan di Pondok Syaikhona Kholil. Seperti sekarang ini Diniyah
yang dipegang oleh Kementrian Agama itu proyek-proyeknya dari
Syaikhona Kholil. Ya, saya kira tidak bisa satu-persatu disebut..”?%
Kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan tidak hanya
dirumuskan oleh kiai yang berpartisipasi secara langsung, seperti Kiai Syafik.
Kiai yang berada di luar pemerintahan pun juga mendukung kebijakan-kebijakan
yang berdampak positif bagi pengembangan pendidikan Islam di Bangkalan. Kiai
Syafik menambahkan:
“.Ya, dalam hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan
pendidikan, kiai-kiai mendukung. Sangat mendukung. Karena memang

harus didukung, ketika berkaitan dengan pendidikan. Termasuk apa,

harus pakai jilbab dsb. Itu kan atas dukungan kiai di sekolah-sekolah

umum 99297

2% KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.
297 Tbid.
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Berkenaan dengan program-pemerintah, KH. Mondir Rofi’i, selaku wakil
Bupati Bangkalan saat ini menambahkan:

“.Agar program-program mereka itu dapat dukungan dari masyrakat,
maka pemerintah melibatkan kiai. Karena di sini adalah dunia kiai, dunia
pesantren, maka yang harus diikutsertakan itu ya pesantren, kiai. Biar
program mereka jalan. Disamping birokrasi yang ada sebagai teknis, itu
sudah menyangkut tujuan agar program-program mereka bisa berjalan.
Kalau program tanpa didukung oleh masyarakat maka tidak akan berjalan
kan masyarakat itu sangat kuat cantolannya pada ulama/kiai, maka
otomatis harus melibatkan kiai dalam segala bidang. Faktor itu salah
satunya ya tentunya pejabat puncaknya. Artinya bupati, wakil bupati
sekian tahun ini dari kiai atau paling tidak dari keluarga kiai. faktor ini
yang sangat dominan. Sehingga begitu harmonis hubungan pejabat
publik kebawahnya dengan para kiai itu atau para ulama..”**®

Partisipasi para kiai pesantren di Bangkalan dalam penentuan kebijakan
pendidikan Islam di Bangkalan tidak dapat dielakkan. Karena sebagian besar
pemangku jabatan publik di Bangkalan adalah kiai atau keluarga kiai, khususnya
keturunan Bani Kholil, termasuk KH. Fuad Amin, KH. Abdul Latif Amin, KH.
Syafik Rofii, dan KH. Mondir Rofi’i yang masih cicit dari Syaikhona Kholil
Bangkalan. Selanjutnya ada K. Makmun Ibnu Fuad, yang merupakan putera dari
KH. Fuad Amin. Di sisi lain ada KH. Nuruddin A. Rahman, KH. Busro
Damanhuri dan beberapa kiai lain yang berada di luar lingkaran Bani Kholil. Hal
ini pun diamini oleh Hosyan, selaku ketua komisi D di DPRD Kabupaten
Bangkalan:

“..Hampir 75% kiai yang di Bangkalan menjadi pejabat sementara

pemerintah yang memegangi kekuasaannya adalah dari keturunan Bani

Kholil, khususnya dari putranya kiai Fuad. Kiai Fuad inikan cicitnya Kiai

Kholil, jadi bagaimana komunikasi hubungannya adalah baik sekali tidak

ada diskriminasi tidak ada perbedaan antara umara dan ulama. Berkenaan
dengan kebijakan pendidikan, jelas para keturunan Bani Kholil terlibat

2% KH. Mondir Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 27 Januari 2017.
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langsung, baik sebagai kiai, lora ataupun sebagai pemegang kekuasaan
di Bangkalan ini..”*”

Menurut Hosyan, selaku ketua komisi D DPRD kabupaten Bangkalan,

keterikatan dan partisipasi kiai pesantren secara langsung dalam penentuan

kebijakan di Bangkalan telah berlangsung sejak lama. Dan ini menjadi suatu

kearifan lokal tersendiri di Madura khususnya Bangkalan. Berbagai macam

kebijakan telah dirumuskan dan digulirkan pemerintah yang saat ini masih dari

kalang kiai/pesantren. Berikut ini Hosyan menambahkan:

“..Salah satu contoh, sekarang ini ada pertemuan dengan pihak pesantren
yang mampersoalkan masalah full day school. program ini kan
menganggu aktifitas dari para santri, dan sekarang penentu kebijakannya
adalah berasal dari kalangan santri. Bupatinya (Ra Momon) santri,
DPRnya kebanyakan santri. Misalnya pemerintah pusat begitu ngotot
sekali dengan full day, ini kan sudah menggerus pendidikan agama secara
tidak langsung. Maka pesantren di sini sudah melaksanakan full day sejak
lama. Sehingga, pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif di
Bangkalan tidak sependapat dengan kebijakan ini..”%

Kebijakan dari pusat ini pun dimusyawarahkan oleh pemerintah

Bangkalan, dengan hasil rumusan bahwa menghidupkan dan mengembangkan

pesantren dan madrasah diniyah dianggap langkah bijak.

“ Pesantren tidak diprogram oleh full day, ini saja ini sudah full day.
Salah satu contoh, anak SD sekolah di SD kelas 1 jam 7 masuk jam 12
pulang. Satu jam kemudian anak SD sekolah lagi ke madrasah diniyah
pulang jam 4. Pulang ke rumah sampai di rumah menjelang maghrib,
sebelum maghrib mereka sudah ngumpul di musholla, ngaji sampai isya’,
isya’ masih ngaji kitab pulangnya sekitar jam 8-9. Ini kan sudah full day.
Maka pemerintah yang dalam hal ini didominasi oleh kalangan kiai
pesantren, lebih mengarahkan kebijakan kepada pesantren atau madrasah
diniyah...”%!

2% Hosyan, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017.
3% Hosyan, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017

301 Tbid.
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Komitmen para kiai yang merupakan pemangku kebijakan terhadap
pendidikan di Bangkalan tidak diragukan lagi, hal ini terbukti dengan begitu
intensifnya kiai dalam setiap penentuan kebijakan, dengan mendelegasikan kiai ke
dalam pemerintahan di Bangkalan. Seperti yang disampaikan oleh KH. Nuruddin
Ar Rahman, berikut ini:

“Memang akhir-akhir ini saya rasa pendidikan yang paling penting
adalah pendidikan akhlak dan moral, bukan hanya kepandaian tetapi
kebenaran dan kebaikan yang diharapkan. Dulu ketika saya di DPRD
Bangkalan, ini telah menjadi acuan dalam penentuan kebijakan-kebijakan
pendidikan Islam di Bangkalan. Maka dalam hal ini pesantren lah
tempatnya. Sehingga pengembangan pesantren melaui bantuan dari
pemerintah sangat diutamakan. Selain itu, penambahan materi
keagamaan di sekolah-sekolah menjadi rumusan penting. Kebijakan-
kebijakan itu sampai sekarang masih diutamakan. Kita lihat, tongkat
estafet peran kiai (secara langsung) berlanjut hingga sekarang, melaui
perwakilan kiai di pemerintahan, dan kebijakan yang dikelarkan..”3%?

Pada saat ini, para pengasuh pesantren dan lembaga pendidikan Islam di
Bangkalan mengutamakan penyelamatan akhlak dan aqidah masyarakat. Pada
akhir-akhir ini, ada sebagian masyarakat yang meminta kiai yang menjadi anggota
dewan untuk mengutamakan hal tersebut. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan
lebih menekankan pada orientasi pengembangan akhlak sejak dini.

Prinsip dari para kiai di Bangkalan adalah menginternalisasikan nilai-
nilai Islam, terutama dalam pendidikan. Untuk itu, proses tersebut dilakukan

melalui sebuah sistem pemerintahan. Misalnya, untuk merubah sebuah aturan atau

mempertahankan aturan harus melalui pemerintah daerah, dan hal itu adalah

302 KH. Nuruddin Ar Rahman, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017.
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proses dari sebuah sistem.’®® Lebih lanjut, Kiai Nuruddin mengatakan dalam
kutipan wawancara sebagai berikut:
“.Salah satu contoh pemilihan Bupati yang akan datang ini. Kalau kita
bertanya kepada ulama, maka mereka akan menjawab “kita harus
menyelaraskan  sistem dengan perjuangan kita”. Apa yang
diperjuangkan? Yang pasti adalah pendidikan Islam di Bangkalan, baik
yang di pesantren-pesantren ataupun sekolah-sekolah umum, ataupun
lembaga yang lainnya. Maka partisipasi kiai harus dilakukan secara aktif
dan intensif dengan pemangku kebijakan di Bangkalan..””?%4
Partisipasi intensif kiai pesantren dalam penentuan kebijakan publik di
Bangkalan ini, memberikan pemahaman bahwa partisipasi ini merupakan bentuk
partisipasi dalam pembuatan kebijakan (dicision making) sekaligus bentuk urun
rembuk kiai pesantren sebagai konsultan kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di
Bangkalan (concultating). Maka posisi kiai menjadi sentral dalam penentuan
kebijakan di segala bidang terutama bidang pendidikan karena partisipasi yang
mereka lakukan secara aktif di pemerintahan kabupaten Bangkalan. Hal ini
relevan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa formulasi kebijkan
Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien adalah formulasi kebijakan dengan
model “elit deliberatif demokratis”. Yaitu model formulasi kebijakan yang

bersumber dari ide dan pemikiran elit birokrasi dengan melibatkan banyak pihak -

birokrasi dan nonbirokrasi — yang mengacu pada nilai-nilai demokrasi.*%

393 KH. Nuruddin Ar Rahman, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017.

304 Tbid.

395 Ismail, Politik Pendidikan Islam di Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam Pengembangan Madrasah Diniyah) (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2017), 215-
218.
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2. Partisipasi Moderat

Bentuk partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan yang kedua adalah
partisipasi moderat, bisa diartikan partisipasi kiai pesantren dalam penentuan
kebijakan sifatnya tidak terlalu terlibat secara langsung (tidak mencolok), tidak
aktif tidak pula pasif. Dalam partisipasi ini, kiai berfungsi sebagai legitimasi
politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik kepada
pemerintah daerah baik yang berasal atau tidak berasal dari lingkungan pesantren.
Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting, sebab dalam sistem
politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat
dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik, sholeh, serta dekat
dengan ulama turut menentukan elektabilitas seorang praktisi politik di hadapan
masyarakat.

Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima “order” kunjungan
politisi, calon anggota legislatif, atau komunitas partai politik tertentu. Hal itu
dilakukan sebagai proyek pemolesaan citra diri sebagai seorang Muslim yang baik
yang dekat dengan komunitas agama atau kiai. Hal ini bisa dilihat ketika para
pemangku jabatan datang ke pesantren-pesantren untuk meminta restu politik
kepada para kiai. Di sisi lain, dalam berbagai kegiatan pemerintahan seperti
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kiai diminta pendapat sekaligus

legitimasi. Berikut hasil Musrembang pada tahun 2015:



Gambar 4.1
Laporan Musrembang Tahun 2015
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LAPORAN HASIL SIDANG KELOMPOK BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun
2015
Hari/Tanggal : Kamis — Jum’at, 19 — 20 Maret 2015
Acara : Sidang Kelompok Bidang Sosial Budaya

Pimpinan Sidang

- Ketua : Dr. H. M. Hassanuddin Buhori, MM.

- Sekretaris : Nashroedin, SE

- Notulis : Ruli Oktari, SIP

Peserta : 1. SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (SKPD

Kelompok Bidang Sosial Budaya)
2. Tokoh Masyarakat
3. Intansi Vertikal
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

5. Organisasi Profesi

2. Hasil Sidang . Berdasarkan hasil siding Kelompok bidang sosial budaya pada
hari ini dapat kami laporkan sebagai berikut:
1. Musrembang Kecamatan berdasarkan SKPD Kelompok

Bidang Sosial Budaya menghasilkan beberapa usulan :

a. APBD Kabupaten : Rp.161.404.470.150,-
b. APBD Provinsi : Rp. 0,-
c. APBN (D/TP/DAK) :  Rp. 0.- )

Total dana sebesar : Rp. 161.404.470.150,-
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Rekomendasi :
Belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat utamanya pendidikan dan keschatan;
Angka kemiskinan relative cukup tinggi dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan

lapangan kerja;

2.

3.

Hasil Forum SKPD berdasarkan SKPD Kelompok Bidang
Sosial Budaya, telah menghasilkan beberapa usulan
sebanyak 260 program dan 804 kegiatan, dengan rincian
dana sebagai berikut :

a. APBD Kabupaten Rp.509.110.946.688,-

b. APBD Provinsi : Rp. 1.794.010.300.-

¢. APBN (D/TP/DAK) :  Rp.105.110.696.016,-  (+)

Total dana sebesar Rp. 616.015.653.004,-

Hasil Sidang Kelompok bidang Sosial Budaya dalam
pembahasan usulan di Bidang Sosial Budaya, dan dengan
memperhatikan aspirasi yang muncul dari para peserta
siding, maka keputusan hasil Musrembang Kabupaten
Bangkalan Tahun 2015 dapat di informasikan sebagai
berikut:

Usulan prioritas dari Kelompok Bidang Sosial Budaya yang
telah disepakati sebanyak 288 program dan 927 kegiatan,
dengan rincian dana sebagai berikut:

a.  APBD Kabupaten Rp.391.672.936.981.-

b. APBD Provinsi : Rp. 3.328.010.300,-

¢. APBN (D/TP/DAK) :  Rp.145.827.983.816,-  (+)

Total dana sebesar Rp. 540.828.931.097 -

Belum mandirinya pemerintah desa dalam pembangunan di daerah,
Perwakilan dari Kecamatan Konang mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan, listrik dan

jembatan di Kecamatan Konang untuk direkomendasikan kepada Bidang Praswil,

Anggota dewan mengusulkan drainase untuk sekolahan rusak/kurang baik serta
insfrastruktur menuju akses pariwisata untuk direkomendasikan kepada Bidang Praswil.
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Usulan Priroritas Rencana Tahun Anggaran 2016

- Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat;

- Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat;

- Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kependudukan.

Dengan hasil Sidang Kelompok Bidang Sosial Budaya, untuk selanjutnya akan menjadi bahan
penyempurnaan dalam penyusunan akhir RKPD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran 2016.

Bangkalan, 20 Maret 2015

Pimpinan Sidang Kelompok Koordinator Kelompok
Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya
Asisten Pemerintahan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda
Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan Kabupaten Bangkalan
Dr. H. M. Hassanudin Buhori, MM Nashroedin, SE
NIP.19591107 198003 1 003 NIP.19610714 199303 1 003

Berkenaan dengan Musrembang, KH. Makki Nasir, menambahkan:

“.Dalam Musrembang kami itu setiap tahun kita diundang oleh DPR,

kami diundang untuk membicarakan perda-perda pendidikan, baik secara

pribadi ataupun kelembagaan yakni Nahdlatul Ulama..””3*

Berdasarkan pendapat Kiai Makki di atas, kiai di Bangkalan selain
diundang sebagai pribadi, juga terutama sekali diundang secara institusi, dalam
hal ini Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi yang sering diundang. Tentu
sebagai organisasi para kiai, NU menjadi legitimasi politik pemerintahan, agar
setiap program berjalan dengan baik. Namun, menurut Kiai Makki, NU juga

memberikan kontribusi dengan partisipasinya dalam penentuan kebijakan di

Bangkalan. Di antara kontribusi itu adalah usulan-usulan yang diajukan pada

306 KH. Makki Nasir, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
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tahun 2003 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang pendidikan. Seperti
pernyataan Kiai Makki berikut ini:

“.NU sendiri pernah mengusulkan Perda pendidikan pada tahun 2003.
Tentang pakaian, tentang muatan lokal seperti baca tulis al-Qur’an dan
sebagainya. Lah akhir-akhir ini, ya sepertinya miss komunikasi dengan
pejabat publik di Bangkalan. Tapi alhamdulillah, meskipun Perda itu tidak
begitu tajam dari publik, tapi alhamdulillah lembaga-lembaga pendidikan
yang ada di Bangkalan baik yang formal maupun non formal dalam hal
pakaian sudah sopan, menutup aurat. Semua itu dari pendekatan-
pendekatan para kiai, baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat
langsung..”3%7

Pendapat Kiai Makki di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh
KH. Busro Damanhuri, selaku ketua Manjelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten
Bangkalan. Menurut Kiai Busro, para kiai diundang dalam beberapa penentuan
kebijakan, namun partisipasi tersebut pada saat ini tidak sesering pada periode
sebelumnya. Berikut kutipan wawacara penulis dengan kiai Busro:
“Sudah tentu kiai selalu dilibatkan terutama di dalam pembuatan UU.
Pemerintah selalu mengumpulkan para tokoh dan kiai, karena kiai di
Bangkalan ada ring 1 di kabupaten, ring 2 kecamatan, ring 3 di desa.
Yang banyak dilibatkan dalam hal itu ring 1 seperti di NU kepengurusan
cabang dan MUI pengurus cabang seperti sharing maupun juga kejadian
penting yang perlu diatasi pemerintah selalu mengumpukan kiai, itu yang
kami rasakan, lain generasi lain lagi. Generasi dulu dengan sekarang lain,
jadi sekarang lebih relatif tidak banyak mempunyai kemampuan sehingga
dirasakan kiai itu hubungan dengan pemerintah relatif agak renggang,
dalam arti kurang intens..”3%
Kiai Busro melanjutkan tentang partisipasi kiai dalam penentuan
kebijakan. Hal ini pula menjadi legitimasi publik bahwa pemerintah didukung

oleh tokoh agama.

“.Cukup besar artinya melihat daripada apa yang diprogramkan
pemerintah kalau yang menyangkut PERDA yang berkaitan perda yang

307 KH. Makki Nasir, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
3%8 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
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islami, karena yang bisa memandang peraturan secara islami itu adalah

tokoh, dalam arti tokoh pesantren adalah kiai, ketika bicara masalah

pendidikan Islam, perekonomian dan wisata yang islami. Di situ
masuknya kiai dan berpartisipasi dalam kebijakan..”3%

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peran kiai tidak hanya
dalam tataran keagamaan saja, beliau juga aktif di wilayah-wilayah yang bersifat
profan, baik, sosial budaya ekonomi, maupun politik. Kiai telah mendapatkan
legitimasi dari masyarakat. Di samping faktor nasab, konstruk keilmuannya
dibangun berdasarkan tradisi pesantren.

Kiai Makki dan kiai Busro memerankan peran ganda dalam
kehidupannya, di satu sisi beliau berperan di bidang agama yang bertugas
menyampaikan s7salah, penegak moral dan simbol agama melalui wadah
pesantren yang dibinanya sampai sekarang dan memberikan pengajian (tausiyah).
Di sisi lain, Kiai Makki dan Kiai Busro juga terlibat dalam penentuan kebijakan-
kebijakan publik terutama kebijakan pendidikan islam di kabupaten Bangkalan.
Peran sebagai pengurus NU dan MUI Bangkalan difungsikan sebagai penyalur
aspirasi kaum sarungan kepada pemerintah daerah di Bangkalan.

Menurut Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, kiai memiliki
power untuk memediasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat awam.
Sebagaimana diungkapkan oleh Abd. Hamid:

“.Tujuannya dari semua program ini untuk sampai kepada masyarakat

atau objek dari kegiatan itu biasanya perlu semacam mediator. Nah ini

sebenarnya tujuannya. Jadi kami butuh untuk memediasi antara

pemerintah dan masyarakat. Misalnya : tokoh yang memiliki pondok
pesantren, kita punya program terhadap santri, maka secara otomatis

399 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
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yang menjadi penjebatnya ya tokoh ini sebagai pemilik institusi pondok
pesantren. Yang punya madrasah pun misalnya ya sama seperti itu..”*!°

Pendapat di atas diperjelas oleh Muhajir, selaku anggota DPRD
Bangkalan yang berafiliasi di komisi D. Berikut pendapatnya:

“..Komisi D ini tetap akan melibatkan secara terus menerus tokoh
masyarakat, terutama para kiai. Jadi, mereka ini harus kita ikutsertakan
semua, untuk memuluskan perda yang berkaitan dengan Komisi D
terutama dalam bidang pendidikan. Komisi D ini ada 9 mitra kerja yaitu:
pendidikan, kesehatan, KABI, wisata, pemuda dan olahraga,
perpustakaan, social dan ketenaga kerjaan...”3!!

Muhajir melanjutkan:

“.Partisipasi kiai pesantren sebagai tokoh agama dalam penentuan

kebijakan pendidikan di Bangkalan adalah bentuk komunikasi kami

dengan beliau-beliau, melalui lembaga organisasi NU di Bangkalan.

Pernah di tetapkan menjadi aturan di SMP masalah baca al-Qur’an. Jadi,

untuk masuk ke SMP, siswa harus sudah bisa membaca al-Qur’an. Maka

dari itu kiai lah yang harus banyak berperan dalam masalah itu, ya NU
tentunya..”?

Dari proses dialog dengan mengikutsertakan kiai dalam penentuan
kebijakan di Kabupaten Bangkalan tersebut, maka out put kebijakan di komisi D
ini lebih terfokus kepada pendidikan dasar. Karena fondasi dasar pembentukan
karakter siswa dimulai dari pendidikan dasar tersebut. Dalam hal ini, Muhajir
sebagai representasi anggota dewan di komisi ini memaparkan bahwa untuk
mendukung program ini, maka pembangunan fisik ataupun konsep pendidikan
menjadi hal vital yang telah diwujudkan atau masih dalam proses realisasi.

“...Kalau di Komisi D, mestinya ada kekurangan dari hasil reses kami.

Dari infrastrukturnya saja, jangankan Madin, SDN saja masih banyak

yang butuh pembangunan dan banyak bangunan yang sudah rusak.
Jangankan mendirikan lagi, yang ada itu dirawat, itu masih belum final.

310 Abd. Hamid, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 2017.
311 Muhajir, Wawancara, Bangkalan, 30 Januari 2017.
312 Tbid.
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Kalau SD percontohan di Bangkalan adalah SD Kemayoran, ini memang
dari APBD juga ada, dari APBN ada, bahkan sekarang dianggarkan
untuk menyelesaikan aulanya. Karena sebagai icon nya. Tapi jangan
sampai mengorbankan SD-SD yang ada di pelosok. Itu juga kami

perhatikan

masalah  pembangunannya,

baik

gedung

ataupun

kurikulumnya. Umpamanya masih kurang, ya program tersebut harus
dijalankan terus di tahun berikutnya. Tentunya ini butuh perencanaan
yang matang, agar tahapan-tahapan yang dilalui berjalan dengan

baik 9313

Berikut adalah tabel tahapan dan agenda arah kebijakan pendidikan di

Bangkalan:*'*

Tabel. 4.2

Arah Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

ARAHAN TAHAPAN, AGENDA, PRIORITAS DAN PARAMETER KEBERHASILAN
KEBIJAKAN | Tahap 1 (2005-2009) | Tahap 2 (2010-2014) | Tahap 3 (2015-2019) | Tahap 4 (2020-2024)
Arah Agenda Agenda Agenda Agenda
Pembangunan | 1.Peningkatan 1. Peningkatan 1. Peningkatan 1. Peningkatan
Pendidikan kualitas dan Kualitas dan sarana Kualitas dan sarana Kualitas dan sarana

kuantitas sarana dan
prasarana
pendidikan

2. Peningkatan akses
pelayanan
pendidikan yang
berkualitas,
terutama kelompok
masyarakat miskin
dan pedesaan

3. Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan-
pelatihan yang
mampu merespon
globalisasi dan
kebutuhan
pembangunan
daerah dalam
rangka peningkatan
daya saing daerah.

4. Peningkatan
kualitas dan
kuantitas tenaga
pendidik dan

dan prasarana
pendidikan;

2. Peningkatan akses
pelayanan
pendidikan yang
berkualitas,
terutama kelompok
masyarakat miskin
dan pedesaan;

3. Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan-
pelatihan yang
mampu merespon
globalisasi dan
kebutuhan
pembangunan
daerah dalam
rangka peningkatan
daya saing daerah.

4. Peningkatan
kualitas dan
kuantitas tenaga
pendidik dan
kependidikan, baik

dan prasarana
pendidikan;

2. Peningkatan akses
pelayanan
pendidikan yang
berkualitas,
terutama kelompok
masyarakat miskin
dan pedesaan;

3. Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan-
pelatihan yang
mampu merespon
globalisasi dan
kebutuhan
pembangunan
daerah dalam
rangka peningkatan
daya saing daerah.

4. Peningkatan
kualitas dan
kuantitas tenaga
pendidik dan
kependidikan, baik

dan prasarana
pendidikan;

2. Peningkatan akses
pelayanan
pendidikan yang
berkualitas,
terutama kelompok
masyarakat miskin
dan pedesaan;

3. Peningkatan
kualitas dan
relevansi
pendidikan-
pelatihan yang
mampu merespon
globalisasi dan
kebutuhan
pembangunan
daerah dalam
rangka peningkatan
daya saing daerah.

4. Peningkatan
kualitas dan
kuantitas tenaga
pendidik dan
kependidikan, baik

313 Hosyan, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017.
314 Rencana pembangunan jangka menengan daerah kabupaten Bangkalan 2013-218.
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kependidikan, baik
teknis maupun non
teknis agar lebih
mampu
mengembangkan
kompetensinya;

5. Peningkatan peran
serta masyarakat,
orang tua, dan

teknis maupun non
teknis agar lebih
mampu
mengembangkan
kompetensinya;

. Peningkatan peran

serta masyarakat,
orang tua, dan
swasta dalam

teknis maupun non
teknis agar lebih
mampu
mengembangkan
kompetensinya;

. Peningkatan peran

serta masyarakat,
orang tua, dan
swasta dalam

teknis maupun non
teknis agar lebih
mampu
mengembangkan
kompetensinya;

. Peningkatan peran

serta masyarakat,
orang tua, dan
swasta dalam

swasta dalam pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pendidikan; pendidikan; pendidikan;
pendidikan;

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan
kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan baik, benar dan akurat. Dengan
demikian, arah kebijakan pendidikan di Bangkalan dapat ditentukan dan
digambarkan dengan jelas. Di sisi lain, keberlanjutan program pemerintah tersebut
harus diutamakan, sebab ketika sebuah kebijakan hanya berhenti pada satu titik,
maka untuk mencapai tujuan pendidikan tidak akan maksimal.

Dengan menempatkan kiai pesantren sebagai rujukan, penentuan
sekaligus pengawalan kebijakan tersebut hingga membumi ke masyarakat telah
membuat kebijakan yang dirasakan secara signifikan di Bangkalan. Partisipasi
semacam ini, menjadikan kiai pesantren moderat, di mana partisipasinya tidak
menyebabkan posisinya sebagai pemegang kuasa pengetahuan tidak tercerabut
seiring berjalannya roda pemerintahan di Bangkalan.

3. Partisipasi Konfrontatif

Bentuk yang ketiga dari parisipasi kiai pesantren dalam penentuan
kebijakan di bangkalan adalah partisipasi konprontatif yaitu partisipasi kiai yang
lebih bersifat kontra dengan pemerintahan yang ada saat ini. Bagi mayoritas kiai

di Bangkalan, partisipasi mereka dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah
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Bangkalan adalah kewajiban, dengan alasan Bangkalan adalah kota yang terdiri
dari banyak pesantren. Dengan kata lain, slogan “Kota Santri” yang disematkan
kepada kabupaten ini memang tepat seiring jumlah pesantren dan santri. Namun,
bagi sebagian kiai, partisipasi itu tidak boleh terlalu dekat, demi terjaganya
pesantren sebagai lembaga pendidikan yang independen dari kuasa politik. Dan
kiai sebagai pengasuh pondok pesantren pun diharapkan menjadi resi yang
mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hal ini ditegaskan oleh KH. Jazuli, yang mempunyai pendapat yang
kontras terkait partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam di
Bangkalan. Pengasuh pondok pesantren Nurul Amanah yang berada di Kecamatan
Tragah ini, menganggap partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan hanya
formalitas. Bahkan secara pribadi dia mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam
kegiatan tersebut. Berikut penjelasannya:

“.Tidak ada pengikutsertaaan, kiai tidak pernah dilibatkan, seharusnya

Dewan Pendidikannya juga melibatkan kiai dalam masalah kurikulum.

Kan begitu? Kebijakan di sini kan mesti larinya ke kurikulum. Jadi kalau

yang dinilai kebijakan dalam bentuk perumusan kurikulum, karena dari

muatan lokal di situ wajib dicamtumkan dan ada kesatuan kurikulum,

terpadu. Seharusnya begitu, tapi selama ini tidak ada..”"

Kiai Jazuli, berpendapat bahwa secara struktural kiai tidak pernah

dilibatkan dalam kebijakan pendidikan, yang bisa masuk melalui muatan lokal.
Pemerintah mestinya memberikan keluwesan, baik yang terkait dengan

keterampilan maupun yang terkait dengan pendidikan karakter yang saat ini

menjadi kebutuhan penting di Indonesia.

315 KH. Jazuli, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 2017.
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Secara terpisah, KH. Imam Buchori Kholil mengamini pendapat Kiai
Jazuli di atas. Kiai Imam, sebagai pengasuh pondok pesantren Ibnu Cholil ini
menganggap bahwa terkait partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan
Islam di Bangkalan hanya silaturrahmi saja.

“.Para kiai tidak dilibatkan di dalam penentuan kebijakan ini. Kecuali
hanya silaturahim-silaturahim biasa dari eksekutif kepada para kiai itu
saja. Makanya saya tidak tahu juga perkembangannya apakah PERDA
pendidikan itu sudah ada atau tidak, Tapi kalaupun ada sebuah PERDA,
yang paling penting itu di pelaksanaan dari sebuah PERDA yang sudah
disepakati bersama. Dan saya tidak merasakan itu”3!6

Menurut Kiai Imam, forum silaturrahim tersebut tidak cukup maksimal
untuk meligitimasi kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan. Perkembangan
produknya pun belum jelas orientasinya, misalnya apakah PERDA pendidikan itu
sudah ada atau tidak. Meskipun sudah ada PERDA pendidikan, menurut Kiai
Imam, yang paling penting adalah pelaksanaan dari sebuah PERDA yang sudah
disepakati bersama. Justru perkembangan terakhir adalah Bangkalan menjadi kota
Dzikir dan Sholawat. Ini justru tidak menjadi sebuah ikon pendidikan, akan tetapi
berorientasi pada ritual keagamaan.

Peran kiai sebagai pribadi justru tertutupi lembaga atau institusi
keagamaan, misalnya NU atau MUI. Sebagai oposisi, kiai Imam menginginkan
pemerintah memberikan ruang yang luas untuk bagaimana pendidikan keagamaan
di Bangkalan itu dominan. Karena mengingat masyarakat Bangkalan mayoritas

adalah mayarakat pesantren, meskipun sebagian ada yang masih awam tentang

agama. Masyarakat yang tidak di pesantren inilah yang juga harus mendapatkan

316 KH. Imam Buchori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 12 Februari 2017.
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perhatian. Sehingga kelak Bangkalan sebagian bagian dari Madura yang terkenal
agamis.

Secara historis-genealogis partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan
pendidikan di Bangkalan berkiblat kepada para pendahulu mereka dalam visi dan
misi politiknya. Di samping itu, kiai yang berpartisipasi dalam pemerintahan
berkewajiban untuk meneruskan langkah dan sepak terjang para pendahulunya
yang diyakini sebagai suatu bentuk pengabdian kepada para pendahulu mereka
(ayah dan kakek) dan guru mereka. Seperti yang disampaikan oleh KH. Imam
Buchori Kholil kepada peneliti sebagai berikut:

“..Ya, sebenarnya partisipasi kiai di Bangkalan ini dimulai dari Mbah

Syaikhona Kholil. Di mana pada saat itu Beliau sebagai tonggak sejarah

pendidikan pesantren di Madura. Bahkan tidak hanya Madura, menyebar

di seluruh Pulau Jawa. Nah bagaimana beliau itu menata pendidikan di

internal pesantrennya dan juga pendidikan di masyarakat. Nah dari pola

yang Mbah Kholil bentuk waktu itu, keterkaitannya dengan pejabat
publik atau politik kekuasaan saat itu yang masih dalam penjajahan

Belanda, itu juga hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana hubungan

Mbah Kholil dengan Belanda, tiap kebijakan-kebijakan pemerintah

Belanda saat itu, walaupun tidak bisa ikut berperan aktif, tapi tentu ikut

mengawal bagaimana peran pemerintah penjajah pada waktu itu tidak

merugikan masyarakat Madura, khususnya berkaitan dengan masalah
pendidikan keagamaan..”3!”

Pernyataan seperti di atas juga diungkapkan oleh KH. Syafik Rofi’i.
Sebagai sesama cicit Syaikhona Kholil Bangkalan, Kiai Syafik dan Kiai Imam
sepakat bahwa akar historis partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan
Islam dimulai dari peran vital Syaikhona Kholil dalam merumuskan dan

memperjuangkan pendidikan Islam di Bangkalan, meski saat itu masih dikuasai

oleh penjajah Belanda. Seperti yang ia sampaikan dalam wawancara:

317 KH. Imam Buchori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 12 Februari 2017.
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“.Banyak cerita-cerita tentang itu, namun bahwa kiai pesantren dengan
pejabat publik itu ada hubungan, iya. Dan sejauh mana hubungannya dari
tahun ke tahun sampai sekarang, hubungannya ya pasang surut, turun
naik. Namun, selama dari masa Mbah Kholil sampai pemerintahan Orde
Baru, di Bangkalan kiai masih di luar sistem, untuk membuat sebuah
kebijakan. Hubungan kiai dengan pejabat publik masih diluar sistem.
Akan tetapi peran Mbah Kholil sangat penting bagi pendidikan Islam di

tidak terlalu terlibat secara langsung (tidak
mencolok), tidak aktif tidak pula pasif.
Dalam partisipasi ini, kiai berfungsi
sebagai legitimasi politik yang sering
dimanifestasikan dalam bentuk restu

politik kepada pemerintah daerah baik

sini..
Tabel. 4.3
Bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan
di Bangkalan
No Bentuk Keterangan Figur
Partisipasi
1 Intensif Partisipasi intensif adalah partisipasi aktif | 1. KH.Fuad Amin
(mencolok). selain sebagai tokoh agama, |2. KH. Syafik Rofi’i,
kiai di Bangkalan juga sebagai praktisi [3. KH. Mondir
dan aktor politik yang terjun sebagai |4. Rofi’i, KH.
pengurus dan aktivis partai politik [5. Nuruddin A. Rahman
tertentu.
2 Moderat Partisipasi moderat adalah partisipasi kiai | 1. KH. Makki Nasir

. KH.Busro Damanhuri

. Ra Hasani Zubair

318 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.
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yang berasal atau tidak berasal dari

lingkungan pesantren.

Konfrontatif Partisipasi konfrontatif adalah partisipasi | 1. KH.Imam Bukhor
kiai pesantren sebagai pihak yang |2. KH. Jazuli

cenderung kontras dengan pemerintahan.
Bagi sebagian kiai, partisipasi itu tidak
boleh terlalu dekat, demi terjaganya
pesantren sebagai lembaga pendidikan

yang independen dari kuasa politik.

Partisipasi kiai pesantren terhadap penentuan kebijakan pendidikan di
Bangkalan secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar kepada
para kiai untuk mementukan sekaligus mewujudkan kebijakan pendidikan Islam.
Partisipasi ini diharapkan memberikan ruang politik untuk memperjuangkan
kepentingan masyarakat dan kepentingan pendidikan Islam di Kabupaten
Bangkalan. Karena jabatan-jabatan politik turut menentukan kebijakan dan
program-program pendidikan.

Namun dari dari gambaran (tabel) di atas, dapat ditemukan bahwa
partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan lebih kepada
hubungan institusional dengan pemerintahan di kabupaten Bangkalan. Bahkan
berdasarkan keterangan dari KH. Imam Buchori, partisipasi kiai cenderung

kontras dengan pemerintah kabupaten Bangkalan. Menurut kiai Imam, tujuan
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partisipasi ini adalah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah

Bangkalan. Meski masih dzurriyah Syaikhona Kholil Bangkalan, Kiai Imam tidak

segan untuk melontarkan kritik kepada pemangku kebijakan di Bangkalan baik

secara lisan, tulisan ataupun aksi sosial.

C. Implikasi Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan
terhadap Pendidikan Islam di Bangkalan

Pro-kontra mengiringi partisipasi kiai dalam politik (penentuan
kebijakan) pendidikan di Bangkalan. Namun, pada dasarnya kiai dan pesantren
merupakan wujud ekspektasi masyarakat luas. Sejak lama masyarakat di
Indonesia menempatkan pesantren sebagai sumber rujukan moralitas keagamaan.
Kiai adalah panutan umat yang fatwa serta nasihatnya menjadi pegangan
masyarakat. Bahkan menurut Zamakhsyari Dhofier, sebagaimana dikutip
Khoirudin, bahwa peran kiai merupakan faktor determinan kebijakan sosial dan
pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut keberhasilan kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, pesantren merupakan pilar bagaimana nilai-nilai
moralitas dan nilai-nilai keagamaan dijalankan di tengah masyarakat.’!’

Persoalan mengemuka ketika kiai yang merupakan referensi nilai-nilai
keagamaan itu tertarik ke dalam penentuan kebijakan di daerah dengan berbagai
alasan yang diyakininya. Di sinilah sebagian orang menilainya sebagai bentuk
penyimpangan terhadap peran sosial yang selama ini dijalankan pesantren, karena

hal tersebut dianggap sebagai politik praktis. Apalagi partisipasi tersebut sering

319 Khoirudin, Politik Kiai; Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis, (Malang: Averroes
Press, 2005), 144.
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disertai aktivitas-aktivitas partisan sesuai tuntutan kepentingan politik yang
terkadang tidak sejalan dengan logika masyarakat umum.

Namun, di sini konotasi partisipasi kiai dalam pemerintahan adalah lebih
kepada penentuan kebijkan, terutama kebijakan pendidikan di Bangkalan. Di sini
kiai dan pesantren dapat memertahankan legitimasi keaagamaanya karena
masyarakat meyakini otoritas yang dimiliki, yakni kiai sedang berbicara atas dasar
kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

Fenomena politik yang berkaitan dengan partisipasi kiai dalam
menentukan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan menunjukkan bahwa
aktivitas politik kiai ternyata memiliki implikasi-implikasi. Analisis terhadap hal
ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentangan hubungan agama
dan negara di Indonesia, hingga dampak-dampak material yang mungkin
diperoleh oleh pesantren. Namun demikian, partisipasi tersebut juga berdampak
pada pembangunan Bangkalan, terutama melaui jalur pendidikan Islam. Maka,
kiai ikut serta dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam bukanlah sebuah frasa
sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas yang mesti dianalisis secara hati-
hati.

Setidaknya menurut pandangan penulis ada tiga implikasi yang di
timbulkan dari partisipasi kiai dalam penentukan kebijakan pendidikan di
Bangkalan karena itu merupakan konsekwensi logis dari adanya relasi kuasa
antara kiai dan pejabat publik juga partisipasi mereka dalam penentuan kebijakan

pendidikan yang di antaaranaya:



220

1. Dominasi Kiai terhadap Pejabat Publik dan Masyarakat

Karakteristik pesantren yang tidak bisa lepas dari eksistensi seorang kiai
sebagai pemimpin dengan segala karismatiknya memiliki pengaruh yang sangat
kuat baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini menandakan
bahwa peran pesantren bukan hanya menyangkut lembaga pendidikan di
dalamnya tetapi juga permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pesantren sebagai lembaga pendidikan non
formal memiliki modal yang sangat kuat untuk membina dan mengarahkan
masyarakat atau santri dalam upaya meningkatkan pendidikan politik, mengingat
pesantren merupakan dari sarana sosialisasi nilai-nilai politik.

Partisipasi kiai dalam pemerintahan di Bangkalan dimulai sejak era
Syaikhona Muhammad Kholil bin Abdul Lathif atau yang lebih masyhur dengan
Syaikhona Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil. Mbah Kholil sebagai tokoh
pendidikan Islam Madura secara aktif terlibat dalam pengawalan kebijakan
pemerintahan Belanda, agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat dan
pesantren-pesantren di Madura. Hal ini pula yang ditegaskan oleh KH. Imam
Buchori Kholil, sebagai berikut:

“.Ya, sebenarnya partisipasi kiai di Bangkalan ini dimulai dari Mbah

Syaikhona Kholil. Dimana pada saat itu beliau sebagai tonggak sejarah

pendidikan pesantren di Madura. Bahkan tidak hanya Madura, menyebar

di seluruh Pulau Jawa.”3?

Dengan partisipasi Syaikhona Kholil di dalam mengawal kebijakan

penjajah Belanda, maka pesantren-pesantren di Bangkalan juga sering

320 KH. Imam Buchori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 12 Februari 2017.
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bersinggungan dengan pemerintahan, bahkan hingga saat ini. Kiai Imam
melanjutkan statemennya terkait partisipasi ini:

“.Selama dari masa Mbah Kholil sampai pemerintahan Orde Baru, di

Bangkalan kiai masih di luar sistem, untuk membuat sebuah kebijakan,

hubungan kiai dengan pejabat publik masih di luar sistem. Sehingga

peran kiai itu tidak begitu maksimal, untuk bagaimana sebuah kebijakan
pemerintah itu bisa diaplikasikan. Nah disaat sekarang, ketika para ulama
ini mempunyai wadah politik yang didirikan oleh NU yang bernama

PKB, disitu partisipasi ulama di Bangkalan ini cukup dominan untuk

bagaimana membuat sebuah kebijakan. Di mana pemilu pertama

Reformasi saat itu, PKB mempunyai kursi 25 dari 40 kursi di Parlemen.

Nah disitu, partisipasi kiai sudah cukup dominan Sehingga, ada upaya

untuk membuat sebuah perda pendidikan saat itu...”3?!

Partisipasi semakin memberikan pengaruh yang signifikan. Tentu hal
tersebut juga membuat pesantren bersentuhan dengan beberapa proses politik di
Bangkalan baik dalam mendukung kiai yang mencalonkan diri sebagai pemangku
jabatan ataupun dalam proses demokratisasi di pesantren.

“..Pada Pilkada/Pilbup kabupaten Bangkalan tahun 2003 Kami ikut andil

bukan sebagai tim sukses pemenangan R.KH. Fuad Amin melainkan

hanya sebagai pendukung...”>*?

Walaupun hanya sebagai pendukung, namun pesantren di Bangkalan
adalah motor pendorong dan penggerak massa untuk proses politis tersebut. Hal
ini terbukti dalam proses pemilihan Bupati di Bangkalan tahun 2003, pesantren di
Bangkalan menjadi salah satu pendongkrak suara bagi Kiai Fuad yang dianggap
sebagai representasi pesantren, sehingga cicit Syaikhona Kholil tersebut keluar
sebagai pemenang.

Kiai dalam kesempatan tersebut mengarahkan atau menganjurkan para

santrinya untuk memilih salah satu calon pasangan bupati. Anjuran atau arahan

32 KH. Imam Buchori Kholil, Wawancara, Bangkalan, 12 Februari 2017.
322 Anwar, Wawancara, Bangkalan, 24 Januari 2017.
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tersebut dilakukan oleh kiai-kiai di Bangkalan, termasuk KH. Fakhrillah Aschal,
selaku pengasuh pondok pesantren Syaikhona Kholil I Demangan Bangkalan,
karena beliau yakin bahwa calon bupati yang didukungnya adalah calon bupati
yang paling baik untuk masa depan Kabupaten Bangkalan terutama dalam hal
pendidikan pesantren. Seperti hasil wawancara peneliti berikut ini:

“.Pada Pilkada/Pilbup Bangkalan tahun 2003 kami sempat
menganjurkan para santri, masyarakat dan alumni yang sudah menjadi
pejabat untuk memilih Kiai Fuad, karena kami yakin pasangan tersebut
baik untuk Bangkalan ke depan, terutama bagi perkembangan pendidikan
pesantren. Karena Kiai Fuad di samping seorang santri, juga seorang kiai
yang masih keturunan Syaikhona Kholil Bangkalan. Tapi ini bukan
wajib, hanya sekedar saran, karena faktanya memang begitu..”*?*

Fatwa kiai Fahri kepada para santri, alumni dan masyarakat luas juga
pejabat untuk memilih kiai Fuad sifatnya adalah saran, sebab kalau pernyataan
kiai Fahri sifatnya perintah, Seperti yang diungkapkan oleh santrinya, Alwi,
dalam wawancara;

“ Pada saat itu, kiai mengatakan kepada santri, masyarakat, juga pejabat

untuk memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati sifatnya adalah

saran bukan perintah, itu bentuk ta’dhim dari seorang santri kepada
gurunya dan tidak ada yang berni membantah..””*?*

Arahan atau saran untuk memilih salah satu calon bupati yang dilakukan
oleh kiai Fahri menurut sebagian para santri dan alumni yang sudah menjadi
pejabat disampaikan bukan di lingkungan pondok pesantren, tetapi dilakukan di
luar lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren kiai Fahri tidak pernah

membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan politik praktis, sebagaimana

yang diungkapkan oleh Usman Hadi berikut ini:

323 KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017.
324 Alwi, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017.
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“.Selama ini kiai tidak pernah berbicara tentang politik di ligkungan
pesantren. Jadi, di pondok pesantren baik pada waktu ngaji, ada tamu
negara atau acara wisuda santri, beliau tidak pernah menyentuh persoalan
itu. Pembicaraan beliau lebih bersifat umum dan motivasi kepada santri
serta bagaimana membangun pendidikan di pesantren lebih maju..”**
Kebiasaan secara umum, arahan maupun anjuran yang dilakukan oleh
kiai dimanapun tempatnya, maka hal tersebut akan selalu diikuti dan dilaksanakan
oleh santri dan tidak ada yang berani membantah. Bila dikaitkan dengan budaya
ta‘zim kepada kiai/guru dikalangan santri atau masyarakat religius menjadikan
setiap ucapan, perbuatan dan sikap kiai layak diikuti/ditiru. Dalam arti perintah
seorang kiai seringkali tidak perlu disampaikan secara gamblang, akan tetapi
cukup dengan simbol tertentu dan hal tersebut sudah masuk kategori perintah
yang harus didengarkan dan ditaati atau dalam istilah agama dikenal dengan
sami‘na wa ato‘na (kami mendengar dan kami mentaatinya). Hal ini terungkap
dalam wawancara kami kepada santri dan alumni pesantren Di Bangkalan:
“.Kalau secara langsung kiai tidak pernah memerintahkan kepada santri
masyarakat juga pejabat untuk memilih pasangan tertentu, hanya beliau
mengatakan “ bantu saya dalam pemilihan bupati demi masa depan
Bangkalan”. Beliau juga tidak menekan santri untuk memilih calon
bupati yang dianjurkannya..”32
M. Muslih juga mengatakan hal serupa, tetapi ia merasa kebingungan
atas fatwa Kiai Fahri, sebab ia tidak mengetahui apakah yang dikatakan oleh Kiai
Fahri sifatnya perintah atau hanya saran. Namun, pada akhirnya ia memilih salah

satu calon pasangan bupati atas keyakinannya sendiri dengan bersandar pada

anjuran dari kiainya. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara:

325 Usman Hadi, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017.
326 Abd. Rahman, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
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“Kauleh ta’ oning ghenika perenta napa saran, tape kiai perna
nyarannagi mele kiaeh Fuad. Kauleh mele karena kauleh yakin. Saya
tidak tahu apakah itu perintah atau anjuran, tapi yang pasti kiai pernah
menganjurkan untuk memilih R.KH. Fuad Amin. Saya memilih karena
yakin..”?%’

Pada saat yang sama, Kiai Fahri juga memaparkan bahwa partisipasi kiai
dalam penentuan kebijakan di Bangkalan (termasuk kebijkan pendidikan),
sebelumnya dilakukan musyawarah dengan para dewan pengasuh, pengurus dan
tak terecuali para santri. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang ditelurkan oleh
pemerintah tidak hanya sebagian kalangan saja, akan tetapi dapat dirasakan oleh
seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“..Sebagai pengasuh podok pesantren ini, saya memiliki tanggung jawab
besar. Tidak hanya kepada pesantren, tetapi juga pengurus, santri, wali
santri dan masyarakat. Karena itu, kalau ada perwakilan pemerintah,
entah DPRD, Kepala Dinas, atau Bupati melakukan musrembang, hiring
pendapat, silaturrahim dan sebagainya, apalagi hal itu berkenaan dengan
kebijakan-kebijakan pendidikan di sini, saya melakukan musyawarah
sebelumnya. Saya lakukan hal tersebut agar mendapat masukan apa yang
ingin disampaikan nanti. Hal ini penting. Penting sekali. Karena
kebijakan tersebut tidak hanya berdampak kepada pesantren, tetapi juga
masyarakat Bangkalan pada umumnya..”*?

Menurut Kiai Fahri, pemimpin di Bangkalan yang kebanyakan dari
pesantren (kiai atau santri) akan berdampak positif begi perkembangan
pendidikan Islam di pesantren atau pun di lembaga lain. Hal ini dikarenakan para
pemangku kebijakan sudah memahaminya dengan baik. Kiai Fahri,
menambahkan:

“..Bupatinya kan kiai, DPRnya juga kebanyakan kiai dan santri yang

pernah mondok di pesantren. Jadi misalnya saya dilibatkan dalam
penentuan kebijakan, ya tinggal saya memberikan masukan yang belum

327 M. Muslih, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
328 KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017.
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dibahas. Tentu sebelumnya saya sudah musyawarahkan dengan beberapa
pihak di pesantren ini..” %

Selaras dengan pendapat Kiai Fahri, Muslih sebagai salah seorang

santrinya juga mengiyakan pendapat di atas. Berikut hasil wawancara penulis:

“..Mengenai musyawarah, kiai terkadang membingkainya dalam bentuk
bahtsul masa’il, forum diskusi santri, dan terkadang memanggil beberapa
pengurus untuk sekedar menanyakan tentang kondisi para santri atau
proses pendidikan di pondok..””**

Sementara menurut KH. Busro Damanhuri, kiai, santri, dan pesantren

adalah sebuah dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Meurut Kiai Busro, elemen

tersebut selalu terikat dan memiliki hubungan yang erat dalam berbagai hal,

termasuk hubungan dialogis terkait permasalahan di Bangkalan. Berikut

wawancara penulis dengan Kiai Busro:

“..Dapat dikatakan pejabat di Bangkalan mulai tingkat bawah hingga atas
lebih banyakan masuk di dalamnya adalah putra-putra kiai bahkan kiai,
sehingga kalau diminta hubungan bagaimana? Orang pemerintahnya
sendiri kiai, ketua DPRnya kiai, bupatinya kiai walaupun tidak kiai tapi
putranya kiai berlatar pondok pesantren. Cuma enaknya sekarang
pelibatan pemerintah melibatkan kiai adalah dalam kebijakan terutama
pembuatan peraturan daerah melibatkan para tokoh pesantren seperti
Pemda dari MUI, dari NU. Sebagai ketua MUI Bangkalan, saya pun
tidak serta merta memberikan sebuah saran, tanpa berkoordinasi dengan
pengurus, dan terkadang saya juga terisnprirasi dari dari beberapa
musyawarah-musyawarah di internal pondok pesantren di mana saya
menjadi pimpinan..”!

Kiai Busro menambahkan:

“.Lha, saya dulunya kan juga santri, pernah nyantri. Guru saya pernah
melakukan itu (dialog) dengan pengurus pondok, saya pun demikian. Itu
bagian dari suri tauladan yang baik. Jadi saya tidak segan melakukan
dialog dengan pengurus meski sifatnya non formal. Paling tidak saya
tahu tentang kondisi terkini terkait pendidikan di pondok ini..”3*?

329 KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017.
330 M. Muslih, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
331 KH. Busro Damanhuri Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.

332Ibid.
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Melihat pernyataan dan pandangan pengasuh, para santri dan alumni
yang sudah menjadi pejabat di atas, dapat ditemukan bahwa demokratisasi di
pesantren di Bangkalan belum berjalan sesuai dengan esensinya. Karena
demokrasi mengajarkan bahwa prilaku yang lahir dari sebuah proses pendidikan
politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh
interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut ada nilai-nilai tertentu
secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu.

Pendidikan  polittk mencoba mengembangkan  prinsip-prinsip
musyawarah yang akan diterapkan pada warga negara sebagai landasan pola pikir
dalam membangun partisipasi politik warga negara.’** Partisipasi politik warga
negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan kebijakan yang didasarkan
pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang dibuat. Dengan
demikian pendidikan politik menghargai hak setiap individu untuk memilih dan
mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta
berpartsipasi dalam sistem yang ada.

Apabila pola yang dilakukan cendrung searah, yaitu secara sepihak
memposisikan santri sebagai yang dirugikan tentunya kesimbangan dalam sistem
budaya pesantren itu belum tercapai. Artinya kepatuhan tersebut hanya didasarkan
pada atas tradisi yang keliru dan dapat dikatakan sebagai non-ideologis, tetapi

hanya merupakan cikal entropi kultural pesantren karena tidak menempatkan

333 Pendidikan politik memiliki tujuan untuk menarik individu untuk memahami politik sehingga

menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan mencoba bagaimana menganalisis dan
memberikan penilaian terhadap situasi politik yang sedang berlangsung secara mandiri.
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pesantren sebagai lembaga yang independen atau mandiri dalam eksistensi
budayanya.

Namun, dari sisi yang berbeda kita dapat menemukan nilai-nilai
musyawarah. Di mana hal ini sebagian langkah positif untuk mengembangkan
pola interaksi dengan dibukanya kran kebebasan berbicara dan menyampaikan
pendapat. Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat seharusnya didasari
oleh semangat saling mengingatkan terhadap hal kebenaran dan kesabaran. Dalam
rutinitas sehari-hari, sering terjadi proses tukar pendapat dan pandangan
(musyawarah) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya mencari
pemecahan terhadap suatu masalah.

Perdebatan dan adu argumentasi dalam musyawarah tidaklah dipandang
jelek apabila dilandasi oleh semangat mencari kebenaran dan meraih /mas/ahat.
Dasar-dasar tentang anjuran untuk bermusyawarah dapat kita jumpai dalam
beberapa firman Allah, diantaranya: “Dan segala wurusan mereka,
dimusyawarahkan diantara mereka”. (Q.S.42:38),°** “Dan bermusyawarahlah
dengan mereka pada segala urusan, maka apabila engkau telah ‘azamkan
(membulatkan cita-cita) bertawakkallah kepada Allah; Bahwasanya Allah
menyertai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”. (QS.3:159).3%°

Praktek musyawarah seringkali dilakukan oleh Rasulullah. apabila
hendak memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kemashlahatan umum,
beliau diperintahkan untuk mengemukakan segala sesuatu urusan duniawi yang

berkenaan dengan masyarakat umum kepada orang yang ahli dikalangan sahabat

334 Departemen Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahnya. (Surabaya: Cv Jaya Sakati, 2002), 789.
335 Tbid., 103.
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yang dapat dipandang sebagai wakil para rakyat pada umumnya.**® Inilah
pelajaran yang amat berharga dari al-Qur’an dan Rosulullah tentang pentingnya
musyawarah.

Pelaksanaan musyawarah di pesantren di Bangkalan tidak hanya berupa
pemilihan pemimpin di Bangkalan sebagai embrio keterlibatan kiai dalam
penentuan kebijakan-kebijakan di Bangkalan, tidak hanya berupa musyawarah
terkait beberapa saran untuk kebijakan pendidikan, namun juga dapat dilihat
ketika lembaga yang ada di bawah naungan pesantren dikelola secara mandiri oleh
pengelola lembaga tersebut. Para pengelola lembaga tersebut diberikan wewenang
secara penuh untuk mengelola lembaga yang ada untuk dikembangkan dengan
sistem dan undang-undang yang berlaku. Peraturan tersebut biasanya
dimusyawarahkan setiap lima tahun sekali yang melibatkan seluruh pengelola
lembaga (kepala sekolah, guru/ustad, wali santri).>?

Selaras dengan Muslih, Ustadz Lukman sebagai salah satu pengajar di
pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Bangkalan juga mengatakan bahwa dalam
memilih ketua pengurus, kordinator instansi atau lembaga, dan yang lainnya,
semua itu dilakukan dengan cara bermusyawarah di antara santri senior dan
pengelola pesantren, namun demikian hasil musyawarah tersebut pada akhirnya
akan disampaikan kepada kiai untuk mendapatkan pertimbangan dan restu, seperti
yang disampaikan oleh Ustadz Lukman dalam wawancara:

“.Saya kira ada pergeseran di banyak pesantren, dulu pesantren dikenal

sebagai lembaga pendidikan Islam yang menempatkan kiai dalam semua
hal. Sehingga ada ketergantungan terhadap kiai. Tapi sekarang beberapa

336 Hasbi Ash-Shiddigie, Al Islam 1l (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), 604.
337 M. Muslih, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017 .
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hal di pesantren mulai terbuka untuk musyawarah. Seperti dalam
pemilihan kepengurusan dengan menggunakan musyawarah, juga dalam
hal apapun baik dalam memilih ketua pengurus, memilih kordinator
instansi dan hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada pengasuh
untuk mendapatkan restu..” 338
Pernyataan Ustadz Lukman ini menunjukkan segala sesuatu finalnya
berada di tangan kiai (daam hal ini KH. Syafik Rofi’i sebagai pengasuh), karena
kiai adalah pemegang otoritas dan memiliki hak veto di pesantren. Hal ini
disebabkan pesantren meyakini satu hal tentang dominasi kiai terhadap santri,
seperti pernyataan KH. Syafik Rofi’1, berikut ini:
“..Pesantren meyakini satu hal tentang musyawarah, itu sudah menjawab
semuanya. Kiai membebaskan hal apapun tetapi jangan bersifat prinsipil.
Kiai mempunyai hak mutlak dan semua santri memahami hal itu.
Pertimbangannya mungkin pertimbangan /stikhoroh, tapi  kiai
menghargai semua pendapat santri, asatidz, ataupun pengurus. Saya rasa
santri menerima semua, karena mereka paham, ini hanya proses
pembelajaran. Di pesantren ini mengajarkan musyawarah, ini adalah
ajaran Islam..”3%°
Pesantren di Bangkalan Sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di
bidang pendidikan, sosial, budaya dan agama, sudah berusaha menempatkan
segala sesuatunya dalam bingkai Islam. Nilai etika dan moralitas Islam
merupakan materi pokok yang harus ditanamkan sejalan dengan tujuan dari pada
pendidikan Islam itu sendiri, yakni kesempurnaan dan keutamaan jiwa. Untuk
mencapai kesempurnaan ini, pendaya-gunaan kecakapan akal rasional dan

penalaran seharusnya dikembangkan seluas-luasnya, jangan sampai salah satu

diantaranya terjadi penyumbatan oleh sistem yang beku dan kaku.

338 Lukman Hakim, Wawancara, Bangkalan, 25 Februari 2017.
339 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Februari 2017.
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Sementara itu, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pesantren,
diakui atau tidak, pada umumnya masih dipengaruhi oleh model-model tradisional
yang berpegang pada otoritas mutlak seorang guru atau kiai.>** Sehingga upaya
pencapaian ke arah kesempurnaan jiwa manusia yang menjadi tujuan dari
pendidikan mengalami banyak kendala.

Dalam sistem sosial yang dikembangkan, keberadaan Rasulullah sebagai
pemegang otoritas wahyu dan hukum shar’/ masih tetap diperhitungkan. Segala
masalah hukum dikembalikan kepada beliau untuk dimintai fafwa. Namun,
apabila terdapat hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan
kemaslahatan kaum muslimin, kebijakan yang diambil Rasulullah adalah cara
dengan mengumpulkan para sahabat yang dipilih dari kalangan cerdik cendekia,
diakui integritasnya serta dianggap mampu mewakili kaumnya di forum
musyawarah berguna mencari solusi terbaik. Di dalam forum tersebut, masing-
masing memberikan pendapat dan masukan kepada Rasulullah sebagai bahan-
bahan pertimbangan.?*!

Sebagai pimpinan tertinggi kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan
sifat yang sangat bersahaja, tidak alergi terhadap kritik dan saran, walaupun dari
seorang suku Badui sekalipun. Dalam urusan-urusan duniawi, beliau lebih
mempercayakannya kepada para sahabat yang dianggap ahli dan diterima oleh
masyarakat. Beliau hanya bertindak sebagai pengontrol yang juga memperhatikan

suara umat.

340 Dunia pesantren, apabila ia dapat dikatakan demikian, adalah sebuah miniatur dari kehidupan
masyarakat yang sebenarnya. Sedangkan, model masyarakat yang paling ideal adalah sistem sosial
kemasyarakatan yang pernah dikembangkan oleh Rasulullah saw semasa di Madinah. Sistem
inilah yang disebut sebagai sistem pemerintahan madani (Civil society).

341 Hasbi Ash-Shiddigie, Al Islam Il (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 604.
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Konsep “pesantren sebagai sebuah kerajan kecil” sama sekali bukan
bentuk yang ideal bagi pengembangan demokratisasi dunia pesantren. Bahkan,
asumsi ini justru membuat batasan non visual dan menciptakan kesenjangan
antara pribadi kiai dan santri. Keadaan ini tentunya kurang baik bagi proses
pengembangan potensi diri santri.

Kesenjangan yang terjadi dalam proses interaksi sosial antara kiai dan
santri ini menimbulkan akses negatif dalam bentuk ikatan batin semu antar kedua
belah fihak, yang akan mudah terkikis oleh waktu. Ikatan batin yang terbentuk
hanya menyentuh pada permukaan dimensi terluar dari hubungan antara guru dan
murid lebih banyak didasari oleh perasaan segan, sungkan, takut kualat, dan
sebagainya. Demikian pendidikan dilakukan tidak dapat mencapai pada tujuan
dari pendidikan itu sendiri.

Dengan berkembangnya proses musyawarah dalam dunia pesantren, akan
membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan
terhadap setiap individu yang menjadi elemen dari pondok pesantren. Dengan
terbukanya suasana demokratis, diharapkan masing-masing pihak dapat berlomba-
lomba dalam kebajikan (7astabiqu al-khairat).

Dari gambaran tentang dominasi kiai terhadap santri, pejabat publik dan
masyarakat, sebagai implikasi partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan terhadap
pendidikan Islam di Bangkalan ditemukan: pertama, partisipasi politik warga
pesantren di Bangkalan tentang pilihan politik masih terpatron kepada kiai.
Pilihan politik yang di dasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan

keputusan yang di buat sendiri tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
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Karena demokrasi menghargai hak setiap individu untuk memilih dan mengambil
keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta berpartsipasi dalam
sistem yang ada.

Kedua, nilai-nilai muyawarah di pesantren tidak hanya dilakukan dengan
para kiai, namun juga dengan asatidz, pengurus, dan para santri, dalam bentuk
dialog, bahtsul masa’il, dan diskusi antar santri. Namun sebagai sandaran, kiai
tetap menjadi figur sentral di dalamnya. Ketiga, pesantren di Bangkalan menganut
sistem kepemimpinan mutlak, yaitu segala sesuatu pada finalnya berada pada
keputusan kiai. Hal ini diamini oleh kiai, santri, dan masyarakat sebagai kearifan
lokal di pesantren di Bangkalan. Sehingga segala bentuk kebijakan pendidikan di
Bangkalan harus selaras dengan kiai, baik yang di dalam lingkaran pemerintahan
ataupun yang di luar pemerintahan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di Bangkalan

Dalam kesehariannya keberadaan seorang kiai biasanya tidak bisa
dilepaskan dari peranannya sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam,
terutama pesantren. Basis utama kegiatan seorang kiai dalam kesehariannya
adalah mengurus santri dan pesantrennya.

Secara umum, partisipasi kiai dalam pemerintahan berimplikasi terhadap
eksisitensi sebuah pesantren. Sebagian kalangan berpendapat bahwa bagi
pesantren yang kiainya terlalu sibuk dalam pemerintahan, akan berkurang waktu
dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal itu disebabkan aktivitas politik

membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat, dan kegiatan
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lainnya. Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena kiai atau
pimpinan pesantrennya lebih sibuk dalam pemerintahan.

Namun tidak demikian dengan beberapa pesantren di Bangkalan.
Beberapa kiai tidak totalitas dalam berperan serta dalam penentuan kebijakan
(politik pendidikan Islam), seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan
sebelumnya bahwa KH. Busro Damanhuri, KH. Makki Nasir, dan KH. Jazuli
hanya sebagai penyampai aspirasi dari kalangan pesantren dan masyarakat.
Mereka tidak meninggalkan pesantren secara totalitas. Kiai Busro tetap
menjalankan tugasnya di pesantren, hanya disela-sela kegiatannya di pesantren,
Kiai Busro memperjuangkan pendidikan Islam melalui jalur politik. Sehingga
aktivitas beliau dalam pemerintahan dan dalam penentuan kebijakan pendidikan
tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan pesantren. Sebagaimana
pernyataan Kiai Busro dalam wawancara:

“.Yaa saya tidak meninggalkan kewajiban sebagai pengasuh di

pesantren. Saya tetap menjalankan kegiatan mengajar kitab kuning dan

tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan pesantren yang lainnya. Hanya
saja di sela-sela kegiatan pesantren, berdialog dengan pemangku

kebijakan di Bangkalan, karena bagi beliau hal itu sangat strategis untuk
menyampaikan aspirasi bagi ulama dan masyarakat secara umum..”*?

Kiai Busro,’®

menegaskan bahwa partisipasinya di dalam penentuan
kebijakan pemerintah Bangkalan terkait pendidikan hanyalah sebagai ketua
sebuah institusi (MUI), selebihnya Kiai Busro tetap fokus terhadap kegiatan-

kegiatan kepesantrenan, seperti mengajar, mengisi pengajian kitab juga melayani

tamu. Kiai Busro cukup bijak dalam mengimbangi jadwal keikutsertaan dalam

342 KH. Busro Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
343 Tbid.
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pemerintahan dengan kegiatan kepesantrenan, sehingga politik praktis yang
dijalankannya tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan pesantren yang
diasuhnya.

Menjalankan fungsi pendidikan memang menjadi tugas pokok sebuah
pesantren. Identitas pesantren adalah lembaga pendidikan, walaupun dalam
perjalanannya berbagai fungsi juga dijalankan oleh lembaga ini. Namun demikian,
peran pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah yang utama. Dan peran kiai
sebagai pengasuh sekaligus pengajar juga tidak kalah pentingnya.

Sementara itu, perkembangan pesantren tidak hanya sebatas
pembangunan fisik, tetapi kualitas dan kuantitas santri juga menentukan pesantren
dikatakan maju dan berkembang. Peran penting pesantren dalam proses
pelaksanaan pembangunan sosial di sektor pendidikan secara khusus tidak
senantiasa berada pada titik konstan, tetapi juga mengalami pasang surut.

Seperti contoh, ketika pesantren masih menjadi satu-satunya kiblat
pendidikan, peran lembaga pendidikan dengan kiai sebagai figur tokoh
informalnya memiliki posisi dan peran yang sangat menentukan. Tetapi ketika
dunia pendidikan semakin dipenuhi oleh lembaga-lembaga modern yang
menawarkan keunggulan sistem pendidikan, kurikulum yang terprogram secara
sistematis, SDM tenaga pengajar yang handal dan pengelolaan yang profesional,
semakin menggeser keberadaan pesantren.

Namun, tidaklah demikian dengan pesantren di Bangkalan, walaupun
dunia pendidikan telah dipenuhi oleh lembaga-lembaga yang sudah modern,

beberapa pesantren mampu menjawab tantangan tersebut, hal ini terbukti dengan
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berkembangnya santri/siswa dari segi kualitas maupun kuantitas, misalnya
perkembangan santri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Perkembangan santri yang sangat pesat tersebut menurut KH. Fakhrillah
Aschal adalah lumrah. Namun perkembangan santri dari segi kuantitas tersebut
bukan disebabkan oleh adanya tendensi politik dengan berperannya para kiai di
Bangkalan ke pemerintahan, akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor program-
program pengembangan yang ditawarkan pesantren diterima dengan baik oleh
masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara:

“..Alhamdulillah, perkembangan santri di pondok kami sangat pesat. Ini

tidak disebabkan saya berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di

Bangkalan. Meningkatnya santri kami setiap tahun bukan karena adanya

tendensi politik, akan tetapi lebih disebabkan oleh program-program

yang kami tawarkan kepada masyarakat diterima dengan baik. Di sisi
lain, saran kami kepada pemerintah untuk pengembangan pesantren juga
diwujudkan, sehingga animo masyarakat untuk memondokkan anaknya

di pesantren sangat tinggi..” 3%

Pesantren setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan tidak
berhenti untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan di pesantren. Dalam
mengembangkan pendidikan pesantren di Bangkalan baik secara kualitas maupun
kuantitas Kiai Fahri membangun akses, relasi dan kerjasama di luar pesantren.
Seperti pernyataannya berikut ini:

“.Pondok pesantren dari segi kuantitas santri dan sarana-prasana

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pondok ini terus

membangun tiada henti. Perkembangan tersebut bukan tedensi politik
tapi lebih dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pengasuh bersama
pengurus dengan membangun akses, relasi dan kerjasama baik dengan
pesantren lain ataupun dengan instansi pemerintahan. Bagi santri yang

memiliki potensi dalam beberapa bidang pendidikan, dan yang kemudian
banyak mendapat bantuan dari pemimpin yang didukung oleh kiai..” 34°

34 KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
34 Ibid.
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Dalam beberapa tahun terakhir Kiai Fahri mengurangi perannya dalam
partisipasinya di dalam penentuhan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan
karena di samping Kiai Fahri menjalankan misi religiusnya dengan membumikan
shalawat melalui sebuah “Ahbabul Musthofa Bangkalan”. Sebuah grup shalawat
yang langsung dipimpin oleh kiai Fahri untuk mewujudkan Bangkalan Kota
Dzikir dan Shalawat yang pernah diusulkan kiai Fahri dengan beberapa kiai lain
kepada pemerintah daerah Bangkalan, sebagai media relegi dan edukasi bagi
masyarakat Bangkalan. Selain itu, Kiai Fahri juga lebih disibukkan dengan
dinamika yang terjadi di pesantren. Dalam dua tahun terakhir perkembangan
santri yang masuk ke pesantren sangat banyak, sementara infrastruktur dari segi
sarana dan prasarana belum siap. Maka pembangunan pesantren terus dilanjutkan
guna berjalannya proses pendidikan dengan baik.

Di tengah arus global, pondok pesantren Syaikhona Kholil telah
membangun sebuah perguruan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam
Syaikhona Kholil (STAIS) Bangkalan. Sebuah kampus yang didirikan tidak hanya
untuk santri yang mondok di pesantren Syaikhona Kholil, namun juga institusi
pendidikan Islam untuk masyarakat Bangkalan. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Fahri
dalam wawancara berikut ini:

“.Saya sudah tidak terlalu aktif untuk ikut serta dalam penentuan

kebijakan di Bangkalan akhir-akhir ini. Karena saya lebih mengarahkan

perhatian kepada sebuah misi religi, yakni membumikan shalawat
melalui “Ahbabul Musthofa Bangkalan”. Jadi saya keliling Bangkalan,
bahkan Madura untuk mewujudkan kota ini sebagai kota dhikir dan
sholawat. Ini tidak terlepas dari saran saya dan para kiai kepada Bupati,
DPR dan sebagainya. Saya juga lebih memusatkan perhatian kepada

pendidikan di internal pesantren. Di sini sudah didirikan perguruan
tinggi, sebuah kampus yang tidak hanya dikhususkan bagi santri, tapi
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juga masyarakat setempat. Dan alhamdulillah, kampus STAIS ini pun
juga didukung oleh pemerintah Bangkalan..”34

Di Bangkalan tidak pernah membatasi jumlah santri yang masuk, dengan
satu tekad bahwa pesantren akan melayani dan tidak akan mematahkan keinginan
orang untuk berpendidikan. Namun ada sebuah pendapat bahwa seandainya
pesantren membatasi sesuai kapasitas yang ada mungkin lebih terarah, lebih
fokus, lebih terjamin kualitasnya. Hal ini sangat sulit untuk dicapai apabila
pengasuh tidak fokus terhadap pesantren.

Untuk mengatasi problem tersebut, para pengasuh dan pengelola
pesantren mencari solusi yang inovatif, di antaranya berupaya untuk
meningkatkan kualitas guru atau ustad, meningkatkan potensi kursus di asrama
untuk mengejar ketertingalan santri/siswa di kelas. Di pesantren sudah diterapkan
program yang bisa meningkat kualitas santri seperti program akselerasi
pembelajaran yang dilakukan diluar jam sekolah pendidikan formal, ekstra
kurikuler dan pengembangan bahasa asing. Ini telah diterapkan di beberapa
pesantren, seperti pondok pesantren Syaikhona Kholil yang diasuh oleh KH.
Fakhrillah Aschal, pondok pesantren Salafiyah As Syafi’iyah yang diasuh oleh
KH. Syafik Rofi’i, pondok pesantren Ibnu Cholil yang diasuh oleh KH. Imam
Bucori Kholil, pondok pesantren Nurul Amanah yang diasuh oleh KH. Jazuli,
pondok pesantren Al Hikam Burneh yang diasuh oleh KH. Nuruddin Arrahman,
pondok pesantren AL Hikam Kemayoran yang diasuh oleh KH. Hasan Syafi’i,
dan pesantren-pesantren lain di Bangkalan. Seperti yang disampaika oleh Abdul

Hamid, Kasi Pontren Kemenag Kabupaten Bangkalan kepada penulis:

346 KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
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“.Pesantren-pesantren di Bangkalan terus berkembang menjawab
tantangan zaman. Para kiai mencari solusi yang inovatif untuk pesantren
yang dipimpinnya, di antaranya para kiai berupaya untuk meningkatkan
kualitas santri dengan meningkatkan potensi kursus di asrama untuk
mengejar ketertingalan mereka di kelas. Pesantren-pesantren juga
memadukan peran guru madrasah atau Komite Sekolah yang membawahi
semua jajaran sekolah klasikal yang ada di beberapa pesantren di
Bangkalan. Ada guru/ ustad pondok yang membidangi kepesantrenan
yang kita sinergikan. Di Bangkalan sekarang sudah menjamur program-
program yang bisa meningkatkan kualitas santri, misalnya pendirian
sekolah/kampus, membaca cepat baca kitab kuning, kursus cepat bahasa
arab dan bahasa inggris, kursus cepat bilingual, fikih, ekstra kurikuler
dan lain sebagainya..”*%’

Dari gambaran di atas, ditemukan bahwa perkembangan pesantren-
pesantren di Bangkalan tidak disebabkan adanya tendensi politik dari partisipasi
para kiai ke dalam pemerintahan, melainkan karena program-program pendidikan
yang ditawarkan oleh pesantren diterima oleh masyarakat dan juga didukung oleh
pemerintah yang memang diiringi misi para kiai untuk mengembangkan
pendidikan Islam di Bangkalan.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas out put pendidikan pesantren
yang berkualitas, para pengasuh pesantren di samping meningkatkan kualitas
ustad, juga meningkatkan potensi santri melalui kursus di asrama untuk mengejar
ketertingalan santri/siswa di kelas, ekstra kurikuler, pengembangan bahasa asing,
hingga pendirian sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini sekaligus membuktikan
bahwa kiai bersama pesantren yang diasuhnya mampu menjawab tantangan
globalisasi dan era modernisasi.

Setiap daerah di era globalisasi ini dituntut untuk berkembang. Demikian

pula Bangkalan. Sebagai salah satu daerah yang masih tertinggal di Jawa Timur,

347 Abdul Hamid, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 2017.
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Bangkalan diharapkan melakukan lompatan-lompatan kebijakan yang mengarah
pada pembangunan, terutama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dan instrumen terpenting dalam pembangunan SDM adalah melalui pendidikan.
Dengan partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan,
maka asa untuk pembangunan Bangkalan dilakukan tahap demi tahap. Hal ini
diungkapkan oleh KH. Syafik Rofi’1 berikut ini:

“.Ya itu pasti, khususnya di bidang pendidikan. Meskipun saya katakan
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) itu rendah, tapi secara nyata juga
ada. Cuma tetap berat. Pendidikan di Bangkalan khususnya, dan
umumnya di Madura masih perlu ditingkatkan. Kurikulum sekolah,
kualitas guru, kedisiplinan peserta didik dan lain sebagainya. Kalau
menurut saya ya baik. Pemerintah daerah melibatkan peran kiai dalam
penentuan kebijakan. Ya memang harus begitu. Pemerintah ini harus
mengikutkan ulama. Sebenarnya hal tersebut bukan hanya tataran
kabupaten saja, tetapi regional dan nasional itu harusnya ulama atau kiai
pesantren diikutsertakan. Dalam semua kebijakan, seperti pendidikan.
Karena pendidikan adalah faktor kunci dalam pembangunan daerah,
bahkan bangsa ini juga. Maka ketika saya menjabat wakil bupati
Bangkalan, saya bersama Bupati (R.KH. Fuad Amin) memberikan
bantuan kepada sekolah melalui BOS, dan kepada pesantren-pesantren di
Bangkalan. Karena diakui atau tidak, pesantren juga memberikan
pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat Bangkalan..”3*®

Senada dengan pendapat Kiai Syafik di atas, KH. Makki Nasir
memberikan argumentasinya bahwa perkembangan sangat ditentukan oleh
pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini
sudah terwujud meski butuh pembangunan yang sifatnya kontinyu. Berikut hasil
wawancara penulis dengan Kiai Makki:

“..Sangat penting sekali pendidikan itu. Saya sampaikan kemarin kepada

pimpinan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). UTM ini di Madura

yang paling besar. Maka wajib hukumnya bagi pemerintah, para kiai dan

pihak kampus untuk mengawal pendidikan tinggi ini. Aspek pendidikan
Nasional itu kan ada tiga: kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk

348 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Februari 2017.



240

mewujudkan Indonesia yang beriman dan bertakwa, berkarakter, tidak
hanya melalui pendidikan umum saja, tapi juga harus ada pendidikan
agama yang terinternalisasi dalam pendidikan, mulai dari tingkat dasar
hingga pendidikan tinggi. Dan ini harus berkelanjutan..”**

Di lain pihak, wakil Bupati Bangkalan, KH. Mondir Rofi’i (Ra Mondir),
memberikan pendapat perihal pendidikan tinggi di Bangkalan dan keterkaitannya
dengan pembangunan di kabupaten paling barat pulau Madura ini. Berikut hasil
wawancara penulis:

“..Dulu kesadaran pendidikan di Bangkalan rendah. Jarang sekali warga
yang mau kuliah. Jangankan kuliah, untuk melanjutkan sekolah ke
jenjang SMA saja enggan. Tapi lambat laun, dengan pendekatan yang
kami lakukan, melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, melalui bantuan
para kiai ketika ceramah di pelosok desa, masyarakat mulai tersadar akan
pentingnya pendidikan. Alhamdulillah, sekarang pemuda-pemuda
Bangkalan banyak yang berkuliah, tidak hanya di Bangkalan, tapi juga ke
Surabaya, Malang, Jogja bahkan Jakarta dan luar negeri. Di internal
pemerintah, mulai dari PNS hingga pucuk pimpinan pada masing-masing
struktur dalam pemerintahan, mayoritas sudah sarjana, bahkan banyak
yang S2. Tentu ini selain dari upaya-upaya pemerintah, juga karena saran
dan petuah para kiai. Dan saya sebagai pejabat sekaligus orang pesantren
meyakini hal itu..”>°

Penjelasan di atas merupakan capaian kinerja pembangunan dalam
bidang pendidikan dapat dilihat pada indicator peningkatan Angka Partisipasi
Kasar (APK) yang merupakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat
dalam menikmati pelayanan pendidikan formal di setiap jenjang sekolah dan
Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan indikator untuk mengukur
keberhasilan pemerataan pendidikan, dimana data menunjukkan banyaknya anak

usia sekolah baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/K/MA yang

menempuh pendidikan.

349 KH. Makki Nasir, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
330 KH. Mondir Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 05 Maret 2017.
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Gambar 4.2
Grafik Capaian Pembangunan dalam Bidang Pendidikan di Bangkalan

Angka Partisipasi Murni (APM)

M Pendidikan Dasar ™ Menengah Pertama  © Menengah Atas
120 7 N . - =
100 v — o 23
80 - 9 0 0 > :
60 ¥ ,09
40 8 0 2 -
20 7

0
2009 2010 2011 2012 2013

Dari gambar di atas*!, dapat kita pahami bahwa, pada tahun 2011 dan
2012 APM SD/MI mengalami kenaikan sedang untuk SMP/MTs dan SMA/MA

pada tahun yang sama mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 70% menjadi 73% untuk SMP/MTs dan 32% menjadi 34% untuk
SMA/MA.

Dalam hal pengaruh partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan
pendidikan di Bangkalan, pemerintah kabupaten Bangkalan mengeluarkan
peraturan daerah (PERDA) tentang pendidikan di tahun 2015. Ini merupakan
implikasi positif bagi pembangunan kabupaten Bangkalan melalui sektor

pendidikan.

351 Diknas Kabupaten Bangkalan dan LAKIB Kabupaten Bangkalan Tahun 2013.
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Gambar 4.3
PERDA Pendidikan Tahun 2015
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PERDA PENDIDIKAN
Bentuk dan Program Pendidikan Non Formal

Pasal 24

. Satuan Pendidkkan non formal berbentuk:

a. Lembaga kursus;
b. Lembaga pelatihan;
c. Kelompok belajar;
d. PKBM;

e. Majelis taklim;
f. Madrasah diniyah;

g Pesantren;

h. TPA/TPQ; dan

i. PAUD

. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan
hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri,
dan/ atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

. Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi
kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur
pendidikan non formal.

. PKBM memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan non-formal untuk
mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan
akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

. Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama islam untuk memenuhi berbagai
kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non-formal.

. Madrasah diniyah menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam berbasis diniyah atau
secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

. TPA/TPQ menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun
keatas.

. PAUD menyelenggarakan pendidikan pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang dapat berbentuk KB, TPA, TKQ atau
bentuk lain yang sederajat.
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BAB XIV
PEMBIAY AAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 72

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggun jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana untuk pendidikan sekurang-kurangnva 20%
(dua puluh persen) dari APBD.

3. Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 2% (dua persen) dan
dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Alokasi dana pendidikan terhadap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan avat (3) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan,
tranparan dan akuntabel.

5. Penyelenggara satuan pendidikan wajib mendayagunaan dana pendidikan guna menjalani
kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 73

Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

1. Pemerintah Kabupaten dapat member bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah untuk pembinaan dan/atau pengembangan kepada satuan pendidikan jalur formal,
non-formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Dunia Usaha dan Industri di wilayah Kabupaten Bangkalan wajib ikut serta dalam
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui program tanggung jawab sosial
perusahaan.

Dalam temuan penulis selanjutnya, setidaknya ada beberapa karakteristik
kiai dalam hal partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan islam di
Bangkalan, Pertama, kiai yang berani terjun langsung ke dalam pemerintahan.
Keberanian kiai untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan Bangkalan
disebabkan untuk mewujudkan langsung misi pengembangan Bangkalan ke depan

melalui pendidikan. Selain itu, keberanian kiai untuk terjun langsung dalam
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gelanggang politik akan berimplikasinya nyata dalam perubahan pesantren dan
tentunya pundi-pundi kekayaan kiai akan bertambah dengan sendirinya. Lebih
dari itu, jaringan kiai dengan kekuasaan (pemerintah) semakin kokoh. Hal ini
akan semakin mengokohkan peran dan posisi kiai di tengah masyarakat. Namun,
apa yang telah dilakukan oleh kiai dalam pemerintahan pada dasarnya berorientasi
pada faktor pribumisasi nilai-nilai Islam, amar ma‘ruf nahi munkar, dan
pengembangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lain.

Kedua, kiai yang masih canggung dalam hal berpartisipasi dalam
penentuan kebijakan pendidikan. Karakteristik kiai seperti ini berada di luar
lingkaran pemerintah, lebih pasif, namun tetap memberikan saran-saran dalam
penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan. Walaupun pesantren mereka
mendapat bantuan dari pemerintah, namun tidak lantas hal tersebut menjadikan
pesantren mengalami ketergantungan dengan para pemangku jabatan. Di sisi lain,
jaringan kerja secara pribadi (kiai) dan kelembagaan (pesantren) masih terus
dijalin.

Ketiga, kiai yang hanya sebagai jembatan penghubung masyarakat
dengan pemerintah, kewajiban untuk meyakinkan dan menindaklanjuti apa yang
telah menjadi saran masyarakat terkait kondisi Bangkalan pada umumnya dan
pengembangan pendidikan Islam di Bangkalan. Hal ini dilakukan kiai ketika
ceramah di desa-desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sebelum ceramah
biasanya ada dialog kecil antara kiai dengan warga masyarakat, terutama panitia

yang mengundang kiai untuk ceramah.
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Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif di
Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai
lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh kiai dan
masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak
langsung pada kondisi finansial pesantren.

Situasi tersebut sering mendorong para kiai dan pengelola pesantren
memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memeroleh bantuan
yang bisa digunakan dalam pembangunan pesantren. Tidak jarang pesantren
menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang
dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru.
Dengan pengaruh modal sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren
dapat melakukan bargaining politik dengan para politisi yang memerlukan
dukungan politik pesantren, dari sekadar dukungan moril dan pembentukan citra
hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres, atau pilkada atau
mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah baik dalam pendidikan, ekonomi
ataupun yang lain. Meskipun secara terbuka pihak pengelola pesantren sering
membantah melakukan tawar-menawar politik dengan kompensasi ekonomi.

Implikasi dari partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di
Bangkalan juga terlihat pada perubahan sarana fisik pesantren. Hal itu
membenarkan penjelasan teori ekonomi politik deterministik yang memandang

52

bahwa interaksi-interaksi politik selalu bermotif ekonomi.’*?> Pesantren

352 Hubungan sistematis dalam teori ekonomi politik dapat dilihat pada tiga kemungkinan.Pertama,
terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model
ekonomi politik deterministik. Model ini mengasumsikan ada hubungan deterministik antara
ekonomi dan politik, yakni politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi ekonomi
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menjadikan pengaruh dan legitimasi sosial kegamaan yang dimilikinya sebagai
bahan dalam tawar-menawar dengan kepentingan kelompok politik. Bantuan-
bantuan material kerap kali datang ke pesantren sebagai buah dari konsensus
politik yang dilakukan. Hal itu memunculkan rumor tentang politik uang yang
sering dipelesetkan menjadi hight cost politics.

Semua asumsi di atas mengarah kepada kiai sebagai pengasuh pesantren
di Bangkalan yang terlibat dalam pemerintahan, baik langsung ataupun hanya
sekedar berdialog. Dalam perkembangannya, pesantren-pesantren di Bangkalan
berkembang sangat pesat baik sarana prasarana maupun yang lainnya.

Perkembangan sarana dan prasarana di pondok di Bangkalan dalam
kurun waktu 5 sampai 10 tahun ini sangat pesat, akan tetapi perkembangan
tersebut tidak hanya disebabkan karena para pengasuhnya banyak mendapatkan
bantuan dari pejabat publik di Bangkalan, melainkan juga karena banyak dibantu
oleh para alumni pesantren serta program-program yang ditawarkan diterima oleh
masyarakat serta kualitas pendidikan di pesantren ini.

Sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa perkembangan yang
sangat pesat di pesantren ini disebabkan para pengasuhnya ikut serta dalam
pemerintahan baik dalam pada Pilkada ataupun penentuan kebijakan pendidikan.

Sebagian masyarakat terkadang belum bisa memahami tujuan partisipasi tersebut.

menentukan proses-proses politik. Kedua, ada hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik
yang sering disebut model ekonomi politik interaktif. Fungsi-fungsi politik dan ekonomi dianggap
berbeda namun saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga, terdapat hubungan perilaku yang
berkelanjutan atau kontinu antara ekonomi dan politik. Martin Staniland, “What is Political
Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment™, dalam Deliarnov, Ekonomi Politik
(Jakarta: Erlangga, 2003), 9.
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Beberapa pesantren di Bangkalan diisukan menerima banyak bantuan dari
pemerintah setempat, padahal semua yang dituduhkan tidak benar.

Pesantren di Bangkalan menerima bantuan secara wajar, seperti
pesantren, yayasan atau lembaga lainnya yang juga menerima bantuan. Pesantren-
pesantren di Bangkalan berhak menerima bantuan yang dikeluarkan oleh
pemerintah sebagaimana lembaga pendidikan yang lain juga berhak menerima
bantuan.

“..Pesantren-pesantren mau menerima bantuan apabila bantuan tersebut

tidak mengikat, misalnya bantuan dari calon bupati kepada pesantren

yang mengharuskan pesantren mendukung calon bupati tersebut.

Ataupun bantuan atas partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan

pendidikan. Ini menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu

pesantren guna pengembangan pendidikan Islam di Bangkalan ini..”**

Pernyataan di atas adalah sebuah penegasan dari KH. Syafik Rofi’i,
sebagai seorang pengasuh pondok pesantren sekaligus mantan wakil Bupati
Bangkalan. Menurutnya, pejabat seolah-olah memiliki kontrak politik yang telah
dibuat dan disepakati bersama dengan kiai. Kontrak politik yang dibuat bersifat
umum dan tidak bersifat pribadi untuk kepentingan kiai atau pesantren. Menurut
kiai Syafik, sikap inilah yang harus ada dalam benak pejabat publik di Bangkalan.
Karena bagaimanapun juga Bangkalan memiliki sebuah julukan/slogan luhur
yakni “Kota Santri” dan “Kota Dzikir dan Shalawat”. Sementara itu, dana untuk
membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di pesantren di Bangkalan
banyak berasal dari alumni pesantren. Selain dari alumni, dana tersebut berasal

dari keuangan pesantren. Sebagaimana yang sampaikan oleh KH. Fakhrillah

Aschal dalam wawancara berikut ini:

353 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Februari 2017.
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“..Perkembangan sarana dan prasarana di pondok ini sangat pesat, akan
tetapi perkembangan tersebut bukan hanya disebabkan karena kami
berperan serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan di Bangkalan.
Sebagian masyarakat menilai perkembangan pondok kami disebabkan
kami mendukung bupati atau DPRD yang sekarang memimpin
Bangkalan. Kami diisukan menerima banyak bantuan dari pemerintah
kabupaten Bangkalan, padahal semua itu tidak benar. Namun, apabila
kami tidak pernah menerima bantuan itu bohong. Kami memnerima
bantuan itu, tetapi kami tidak tergantung padanya. Kami mau menerima
bantuan Kalau bantuan itu tidak mengikat kami, bantuan itu bersifat
kelembagaan, tidak bersifat pribadi untuk kami atau pesantren kami.
Perkembangan sarana dan prasarana di pondok banyak berasal dari
alumni pondok kami, sumbangsih mereka sangat besar kepada kami,
selain itu juga dari keuangan pondok kami..”*>*

Hal ini juga ditegaskan oleh KH. Jazuli, pengasuh pondok pesantren
Nurul Amanah Tragah Bangkalan, bahwa alumni menyisihkan sebagian rezekinya
untuk pembangunan sarana dan prasarana di pesantren. Penyisihan sebagian
rezeki yang dilakukan oleh alumni karena mereka bersimpati atas perkembangan
pendidikan di pesantren. Di samping itu para pemimpin yang telah didukung oleh
kiai merasa berhutang jasa, sehingga para penguasa tersebut memberikan bantuan
finansial maupun moral terhadap pembangun pesantren, akan tetapi bantuan yang
diberikan oleh para pemegang jabatan ini tidaklah sebanyak yang kita bayangkan
bila dibandingakan dengan bantuan yang diberikan oleh para alumni, wali santri
serta masyarakat.
“Pesantren tidak mendapatkan keuntungan finansial dalam mendukung
program pemenrintah. Mendukung maupun tidak, pesantren masih
memiliki alumni dan wali santri yang cukup banyak untuk membantu
dari segi finansial dalam membangun sarana dan prasarana pesantren.
Sedangkan keuntungan dari segi non-finansial adalah pengasuh pesantren
dapat memberikan masukan yang positif kepada pemerintah setempat

untuk perkembangan daerah yang lebih baik terutama dalam bidang
pendidikan...”3%

3% KH. Fakhrillah Aschal, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
355 KH. Jazuli, Wawancara, Bangkalan, 24 Januari 2017.
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KH. Busro Damanhuri, juga menegaskan bahwa dalam mendapatkan
bantuan, pesantren di Bangkalan sama lembaga pendidikan yang lainnya.
Pesantren tidak menjadi spesial di mata pemerintah. Apabila pesantren
diprioritaskan oleh pemerintah, maka kondisi santri dan sarana prasarana di
pesantren menjadi lebih baik, tidak seperti sekarang yang kekurangan lokal, baik
lokal kelas untuk aktifitas pembelajaran maupun lokal kamar untuk santri
beristirahat. Dengan kurangnya lokal kamar tidur, membuat kondisi santri
khususnya santriwati sekarang banyak yang tidur di masjid pondok putri.

Kiai Busro, juga mengatakan bahwa apabila memperhitungkan persoalan
materi, maka bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada pesantren tidak
lebih banyak dari pada bantuan dari alumni dan masyarakat. Seperti yang
disampaikan dalam wawancara kepada peneliti:

“..Selama ini santri lebih banyak tidur di masjid. Jadi kalau kami

diisukan spesial dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak

benar. Kalau misalnya kami dijadikan anak emas oleh pemerintah, maka
keadaan santri kami tidak demikian. Tetapi kami tetap berkoordinasi

dengan pemerintah terkait perkembangan pendidikan Islam di

Bangkalan. Itu kami lakukan hanya untuk kebaikan Bangkalan ke

depan.?®

Dari gambaran tentang kompensasi ekonomi dan pragmatisme politik
ditemukan bahwa pesantren di Bangkalan dan para kiai yang berpartisipasi dalam
penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan tidak mendapatkan

keuntungan finansial maupun fasilitas sarana-prasarana material yang dibutuhkan

pesantren.

3% KH. Busro Damanhuri Damanhuri, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017.
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Kiai dalam mengelola pesantren di Bangkalan tidak menempuh jalan
pintas dengan melibatkan diri dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam yang
dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Kiai
juga tidak melakukan bargaining politik dengan para politisi yang memerlukan
dukungan politik pesantren terkait kebijakan mereka, dengan melakukan tawar-
menawar politik dengan kompensasi ekonomis. Karena pesantren-pesantren di
Bangkalan sudah memiliki alumni dan wali santri cukup banyak yang siap
membantu dari segi finansial.

Namun yang pasti, partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan
Islam di Bangkalan adalah sebuah tradisi yang mengakar, seiring kuatnya
pengaruh Bani Kholil di masyarakat serta kearifan lokal di Bangkalan yang masih
kental akan budaya kepesantrenan. Dari hasil analisis penulis, partisipasi kiai
dalam penentuan kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan berdampak positif
bagi perkembangan pendidikan Islam terkhusus pendidikan pesantren. Ini adalah
bentuk sinergi ulama dan umara’ yang mesti ada di setiap daerah.

3. Respon Masyarakat terhadap Partisipasi Kiai Pesantren dalam
Penentuan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan

Perdebatan tentang partisipasi kiai dalam pemerintahan, baik terlibat
sebagai pelaku kebijakan atau hanya sekedar dalam forum silaturrahim selalu
berada dalam tarik-menarik dua kutub pendapat yang kontradiktif. Yakni antara
pendapat yang mengabsahkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar,

serta pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap
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fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang seharusnya selalu menjaga
independensi dan posisi politik.

Pendapat yang pertama, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren,
bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik
sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini didukung oleh argumentasi teologis
yang membenarkan pilihan politik praktis. Pendapat ini semakin kukuh apalagi
didukung oleh realitas semakin banyaknya pemimpin pesantren (kiai) yang terjun
dalam pemerintahan langsung maupun tidak. Sebut saja R.KH. Amin Imron (cucu
Syaikhona Kholil), R.KH.Fuad Amin (cicit Syaikhona Kholil sekaligus putra
R.KH. Amin Imron), R.K.Makmun Ibnu Fuad (putra R.KH. Fuad Amin), KH.
Syafik Rofi’i, KH.Imam Buchori Kholil, KH. Abdul Latif Amin, KH. Imron
Amin, KH. Mondir Rofi’i, yang kesemuanya masih dzurriyah Syaikhona Kholil
Bangkalan, serta beberapa kiai lain, termasuk beberapa kiai yang menjadi
informan dalam penelitian ini.

Pendapat kedua, mengkritik dengan keras, bahwa partisipasi kiai dalam
pemerintahan baik yang telah masuk sistem atau sekedar dilibatkan dalam
penentuan kebijakan lebih banyak bahaya dari pada manfaatnya.®>’ Hal ini
mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap “kotor”, maka
partisipasi kiai dalam dalam pemerintahan bagaimanapun baik dan kokohnya
landasan serta argumentasi teologisnya, akan ikut terseret kedalam dunia yang

“kotor” pula. Perdebatan seperti ini memang tidak akan pernah selesai, sebab

357 Khoirudin, Politik Kiai; Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis, (Malang: Averroes
Press, 2005), ix-x.
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masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praksis
untuk mendukung pendapatnya.

Rozaq, salah seorang alumni pesantren (tidak disebutkan namanya),
menyatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi tersebut akan membuat kredibilitas
kiai sebagai sumber nilai dan moral akan terkikis.

“.Secara tradisional, masyarakat memandang pesantren sebagai sumber

legitimasi moral. Kiai adalah panutan serta pembimbing umat. Sebagai

sumber moral dan panutan umat, kiai diharapkan menjadi teladan dalam
mempraktikkan Islam ke dalam perilaku sehari-hari. Maka, kiai dan
komunitas pesantren tentu harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa
merusak kewibawaan dan integritas, semisal melibatkan pesantren dalam
politik praktis. Memang tidak selamanya politik praktis merupakan

“barang  kotor”, tapi pemahaman masyarakat umum telah

menempatkannya sebagai media persaingan perebutan kekuasaan..”>8

Kiai pesantren tentu akan menerima imbas dari persepsi umum tersebut.
Konsekuensinya, predikat uswatun hasanah kiai tentu akan tercerabut legitimasi
sosialnya. Petuah, nasihat, dan fatwa yang dikeluarkan kiai akan dibaca dalam
konteks politik.

Dari dominasi kiai pesantren terhadap santri, pejabat publik dan
masyarakat, tidak hanya berdampak pada sentralnya posisi kiai pesantren. Hal
tersebut juga tidak menampik adanya beberapa perbedaan pendapat antara kiai
dan santrinya. Posisi santri merupakan posisi yang signifikan dalam menentukan
kemenangan pilihan politik kiai sebelum partisipasi kiai dalam penentuan

kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Karena santri merupakan

aset terbesar dalam memberikan dukungan terhadap pilihan politik kiai.

338 Rozaq, Wawancara, Bangkalan, 16 Februari 2017.
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Sementara kesetiaan santri terhadap kiainya tidak diragukan lagi. Mereka
senantiasa membela dan mendukung terhadap apa yang menjadi fatwa kiainya.

Dengan demikian, makna politik bagi santri, pejabat publik dan
masyarakat merupakan sebuah pengabdian dan loyalitas yang harus dilakukan.
Namun demikian, tidak semua santri senantiasa membela dan mendukung
terhadap pendapat kiainya. Perbedaan pendapat antara santri dengan kiainya
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya ikatan keluarga,
paradigma fighiyah, institusi dan lain sebagainya.

Di pesantren di Bangkalan juga terjadi kasus semacam ini, tidak semua
santri pendapatnya sama dengan kiainya, namun respon yang ditunjukkan oleh
para santri tersebut kepada kiainya berdeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh
Abd. Aziz, sikap santri tersebut tidak menunjukkan hal yang dipandang adanya
pembangkangan terhadap kiai, begitu juga sikap kiai yang tidak
mempermasalahkan hal tersebut.>>

Namun tidak semua santri yang berbeda pendapat dengan kiainya tidak
mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut. Terdapat beberapa santri yang
merespon atau menyikapi dengan nada negatif terhadap KH. Syafik Rofi’i selaku
kiainya. seperti yang diungkapkan oleh Arifin Husni, dalam wawancara:

“.Respon santri yang pilihan pendapat berbeda dengan kiai ada yang

biasa-biasa saja dan juga ada yang responnya negatif, seperti mengkritisi

kiai. Misalnya pada pilkada ataupun partisipasi kiai dalam penentuan
kebijakan pemerintah..”¢°

3% Abd. Aziz, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
360 Thid.
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh Hasbi, bahwa sikap negatif
ditunjukkan oleh santri yang tidak sejalan dengan Kiai Syafik mengenai pilihan
politik ataupun partisipasi kiai dalam pemerintahan, baik santri yang masih aktif
maupun yang sudah menjadi alumni. Namun menurut Hasbi bahwa sikap santri
tersebut tidak sampai bersifat prinsipil, seperti halnya sikap pembangkangan
terhadap pengasuh. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sikap santri tersebut
tidak hanya pada permasalahan partisipasi kiai dalam pemerintahan, akan tetapi
juga pada permasalahan kebijakan pengasuh tentang pendidikan pesantren.
Seperti yang disampaikannya dalam wawancara sebagai berikut:

“.Kiai tidak pernah memaksa, hanya saja kiai sejak awal mendidik yang

baik, sehingga pilihan apapun kalau prinsipnya sama dengan kiai maka

secara otomatis santri selalu ikut. Permasalahan ada yang tidak sama,
tidak sampai pada yang sifatnya prinsipil. Itu wajar terjadi, karena setiap

orang juga mempunyai pendapat masing-masing dalam beberapa
hal...”3¢!

Adapun permasalahan tentang terjadinya kasus sebuah pesantren
perlahan-lahan ditinggalkan oleh para santrinya dan tidak lagi diminati oleh
masyarakat, hingga pesantren itu akhirnya vakum, bukan karena tidak bisa
menjawab tuntutan kemajuan masyarakat, melainkan justru karena faktor kiainya
masuk dalam salah satu partai politik tidak terjadi di pesantren di Bangkalan.

Walaupun tidak terjadi kasus yang demikian, tetapi di pesantren di
Bangkalan ditemukan kasus beberapa santri yang meninggalkan pesantren
disebabkan perbedaan pendapat atau pilihan politik dengan pengasuh, sebagian
santri yang meninggalkan pesantren tersebut bukan karena kiainya masuk dalam

partai tertentu atau sering aktif dalam penentuan kebijakan, akan tetapi lebih

361 Hasbi, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017.
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disebabkan adanya perbedaan pilihan politik antara kiai dengan beberapa
santrinya (baik berasal dari pribadi santri maupun dari wali santri) dalam proses
politik di Bangkalan atau sifatnya regional-nasional. Seperti yang dikatakan oleh
Fulan®? kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut:

“.Yang saya ketahui ada sekitar dua santri yang berhenti disebabkan

perbedaan memilih kepala daerah di Bangkalan atau pun Jawa Timur.

Perbedaan tersebut antara wali santri dengan kiai, juga antara santri

dengan kiai terkait hal tadi. Selain itu ada wali santri yang tidak setuju

dengan partisipasi kiai dalam pemerintahan..”¢*

Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh Fulan tentang santri yang
meninggalkan salah satu pesantren di Bangkalan. Menurut KH. Nuruddin Ar
Rahman, bahwa berhentinya santri dari pesantren sejauh yang diketahui olehnya
adalah lebih disebabkan karena orang tuanya pindah dinas, sebagian santri ada
yang masa studinya sudah selesai dan memiliki keinginan untuk melanjutkan ke
jenjang Perguruan Tinggi, di sisi lain ada sebagian yang disebabkan oleh santri
tersebut sudah tidak memiliki biaya untuk kebutuhan dirinya di pesantren.¢*

“.Tidak benar kalau santri yang meninggalkan pesantren disebabkan
oleh perbedaan pendapat, perbedaan politik dengan pengasuh, atau tidak
setuju kiainya terlibat dalam pemerintahan. Karena apa? Sudah saya
katakan tadi, di Bangkalan ini pemimpinnya kebanyakan dari kalangan
pesantren. Karena santri yang berada di pesantren sangat majemuk, santri
yang ada di pesantren juga banyak dari putra-putri pejabat yang berbeda
pandangan politik dengan pengasuh.*®

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Moh. Hasan Syafi’i. Pengasuh

pondok pesantren Al Hikam Kemayoran Bangkalan ini mengungkapkan bahwa

motif atau alasan permasalahan santri yang berhenti dari pesantren itu dapat

32 Fulan adalah nama samaran. Karena yang bersangkutan sungkan dan tidak bersedia
diungkapkan identitasnya.

363 Fulan, Wawancara, Bangkalan, 20 Februari 2017.

364 KH. Nuruddin Ar Rahman, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 2017.

365 Ibid.
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diketahui apabila santri tersebut berpamitan kepada pengasuh dan tentunya motif
atau alasannya berbeda-beda antara santri yang satu dengan yang lainnya. Sejauh
yang Kiai Hasan ketahui, tidak ada santri yang berpamitan kepada pengasuh
dengan alasan berbeda pendapat, pandangan politik dengan pengasuh. Ia juga
mengatakan bahwa kalau misalnya terdapat santri yang berhenti dari pesantren
karena perbedaan pendapat dengan pengasuh, hal itu tidak diketahui olehnya.*

Perbedaan dalam hal partisipasi kiai dalam pemerintahan ini tidak hanya
terjadi antara kiai dengan santrinya, akan tetapi juga terjadi pada kiai dengan
sebagian alumni santri pesantren Di Bangkalan dan secara umum juga terjadi
dengan masyarakat. Di kalangan alumni sempat terjadi ketidakharmonisan antar
alumni dan antara alumni dengan pengasuh. Terjadinya pengkotakan dalam tubuh
alumni ini disebabkan karena perberbedaan dalam pandangan politik pendidikan
dan saling mempertahankan kebenaran atas keyakinan dan pendapatnya masing-
masing.

Alumni yang pandangan berbeda dengan kiainya beralasan bahwa
partisipasi kiai dalam pemerintahan akan menghilangkan kesakralan pesantren.
Beberapa alumni bahkan ada yang berbeda pendapat ketika sama-sama terjun ke
dalam pemerintahan. Namun, perbedaan di tubuh alumni dan ketidaksepahaman
antara pengasuh dengan beberapa alumni ini menurut Adra’i, salah seorang
alumni pondok pesantren Syaikhona Kholil Demangan Bangkalan, hanya bersifat

sementara, karena perbedaan itu adalah wajar.>®’

366 KH. Moh. Hasan Syafi’i, Wawancara, Bangkalan, 16 Februari 2017.
367 Adra’i, Wawancara, Bangkalan, 27 Februari 2017.
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“.Perbedaan adalah rahmat. Jangankan zaman sekarang, dulu saja para
ulama sering berbeda pendapat. Dan hal itu biasa. Dalam konteks
perbedaan pendapat kiai dan santri, baik politik atau yang lain. Atau ada
sebagian wali santri yang tidak setuju kiai terlibat dalam pemerintahan,
itu hanya perspektif saja..””*

Sebagaimana keterangan KH. Imam Buchori sebelumnya, bahwa
partisipasi kiai dalam pemerintahan semula di luar sistem. Dalam sejarah,
Syaikhona Kholil berperan penting dalam mengawal pemerintahan (Belanda),
sehingga kebijakan pada saat itu tidak merugikan rakyat. Namun, sejak era Orde
Baru, dan puncaknya saat era Reformasi, sampai sekarang kiai begitu aktif dalam
pemerintahan, baik dilibatkan secara langsung ataupun tidak langsung.
Keterlibatan itu dalam jangka panjang membuat masyarakat teratur dalam sebuah
sistem pemerintahan, sekaligus mengemuka berbagai perbedaan. Maka lumrah
ketika ada perbedaan visi di lingkungan elite pesantren, atau pun antara kiai dan
santri.

Sejauh ini, ada beberapa bentuk resistensi masyarakat terhadap
partisipasi kiai dalam kebijakan pemerintah Bangkalan. Pertama, masyarakat
menilai pesantren yang terlalu politis akan tercabut dari fungsi-fungsinya sebagai
lembaga pendidikan Islam. Bahkan secara mencolok sebagian orang tua yang
kritis menolak memasukkan anak mereka ke dalam pesantren yang terlalu terlibat
politik praktis.*®

Kedua, resistensi yang paling nyata tentu pembangkangan politik yang

dilakukan oleh masyarakat untuk tidak memilih pejabat publik yang didukung

secara khusus oleh pesantren. Hal itu tentu menarik karena kontradiktif dengan

3%8 Adra’i, Wawancara, Bangkalan, 27 Februari 2017.
369 Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2007),162.
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temuan Bolland bahwa masyarakat muslim tradisioal selalu mendukung sikap
politik yang dianut tokoh agama atau pesantren.”

Mungkin fenomena politik pendidikan yang terjadi di Bangkalan dapat
membantu menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran sikap masyarakat,
dari tipologi ideologis dan kharismatis ke pemahaman yang lebih rasional. Seiring
demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu
membedakan antara sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut
dicontoh, ditaati, dan diteladani serta sikap pesantren yang sarat politik
kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti
ditaati.

Partisipasi kiai pesantren dalam pemerintahan berimbas kepada
masyarakat sekitar yang terjadi tarik-menarik antara yang mengabsahkan dan
tidak mengabsahkan partisipasi kiai. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh
pesantren adalah adanya image negatif terhadap pesantren dan terhadap pengasuh
pondok pesantren.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sho’im, salah seorang alumni
pesantren (yang tidak ingin disebut nama pesantrennya), ia mengatakan bahwa
terjadi kontradiktif dalam masyarakat tentang pesantren yang ikut andil
membangun Bangkalan melalui jalur politik pendidikan. Di satu sisi, masyarakat
menginginkan pesantren berada di jalur pendidikan sesuai dengan fungsi

keberadaannya, tidak ikut andil dalam penentuan kebijakan, akan tetapi di sisi lain

370 Bolland, The Struggle of Islam.
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juga terdapat masyarakat yang menginginkan pesantren dalam membangun
Bangkalan ini melalui jalur pendidikan pesantren saja.

Pendapat yang kedua ini disangkal oleh KH. Syafik Rofi’i, ia
mengatakan bahwa dalam membangun Bangkalan ini tidak hanya dengan
pendidikan pesantren saja, akan tetapi juga dengan pemerintahan yang baik, dan
hal itu mengharuskan kiai bergerak dalam pemerintahan, terutama dalam
pemilihan-pemilihan pemimpin seperti bupati, gubernur dan presiden. Ataupun
menyampaikan aspirasinya dalam partisipasinya perihal penentuan kebijakan-
kebijakan pendidikan di Bangkalan.*”!

Implikasi yang ditimbulkan dari masyarakat yang tidak setuju dengan
kiai terlibat dalam politik pendidikan, minimalnya terdapat keengganan untuk
memondokkan putra-putrinya ke pesantren yang bersangkutan, juga menjelek-
jelekkan pesantren, seperti yang disampaikannya kepada peneliti:

“.Kalau kampanye jangan mondok di sini tentunya tidak ada, tetapi

kalau yang menjelek-jelekkan itu pasti banyak, karena itu berkaitan

dengan dukung mendukung dan itu adalah sebuah konsekuensi dari
sebuah kompetisi..”3"2

Namun, adanya image negatif terhadap pesantren di Bangkalan tidaklah
separah yang kita bayangkan, karena dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap
kuantitas santri, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya santri yang masuk
kepesantren setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh Abdul Hamid, Kasi
Pontren Kemenag Kabupaten Bangkalan, ia mengatakan bahwa masyarakat masih

percaya terhadap pesantren dalam membina putra-putri mereka, ia juga

371 KH. Syafik Rofi’i, Wawancara, Bangkalan, 25 Januari 2017.
372 Sho’im, Wawancara, Bangkalan, 26 Januari 2017.
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mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah mulai sadar bahwa selain mencari
ilmu itu sebuah kewajiban, mendapatkan ijazah setelah selesai jenjang pendidikan
yang telah ditempuh itu juga sangat penting. Hal tersebut bukan hanya terjadi di
pesantren di Bangkalan, akan tetapi juga terjadi dipesantren dan dilembaga
lainnya. Seperti yang disampaikannya dalam wawancara:
“.Kalau dilihat dari bertambahnya santri di madrasah atau pondok,
berarti masyarakat percaya kepada lembaga yang ada di Bangkalan.
Masyarakat sekarang di Madura khususnya Bangkalan mulai sadar
bahwa ijazah itu penting selain mencari ilmu pengetahuan. Dengan
adanya pertambahan secara pesat murid di beberapa pesantren di

Bangkalan, orang tua santri berarti masih percaya pada pendidikan
pesantren..””3

Hamid, menambahkan bahwa tidak terdapat problem yang
bersinggungan dengan pemerintahan di lingkungan pesantren, karena memang
santri tidak ikut andil dalam politik praktis. Problem yang ada di pesantren di
Bangkalan adalah problem klasik yang juga dihadapi oleh pesantren-pesantren
lainnya yaitu tentang penanganan pendidikan, dan problem internal semacam ini
dampaknya terhadap pesantren tidaklah terlalu signifikan karena terbukti dengan
terus bertambahnya santri setiap tahunnya yang masuk ke pesantren.®’*

Dari gambaran di atas, ditemukan bahwa problem resistensi masyarakat
ini muncul akibat dari pengasuh pesantren yang berperan aktif dalam pengambilan
kebijakan pendidikan Islam di Bangkalan. Hal ini bagi masyarakat awam tetap
politik dengan konotasi negatif. Resistensi mengakibatkan terjadinya image
negatif masyarakat terhadap pesantren dan kiai sebagai pimpinannya. Hal ini

sangat tidak baik terhadap perkembangan pesantren ke depan. Kiai sebagai figur

373 Abdul Hamid, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 2017.
374 Tbid..
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sentral di pesantren sudah “ternodai” oleh ketidak percayaan sebagian masyarakat,
apabila misalnya hal ini terus dibiarkan, maka ketokohan kiai akan memudar dan
bahkan bisa hilang, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa keengganan dari

masyarakat untuk memondokkan putra-putri mereka ke pesantren.



